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Indonesia. Complex problems with public services often occur in services at
the local government level. This is because the local government is an
extension of the central government to provide rights and obligations in

meeting the needs of the community as citizens. This study uses descriptive
qualitative research methods to analyze in depth related to criticism of public
services in local governments. The data was obtained through 25 local and
national online news and 25 national journal articles. The results of the
analysis of this study indicate that the causes of criticism of public services
are; 1) Undeveloped Performance Culture; 2) Incompetent human resources
for apparatus, 3) overlapping authorities, 4) rules-based or bureaucratic
mindset, 5) low understanding of public service standards
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bertanggung jawab atas pelayanan publik. Individu-individu

1. PENDAHULUAN kunci tersebut adalah pemerintah sehingga pelayanan publik
. . . . dapat diberikan. Di Indonesia, dalam prakteknya pelayan publik

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kritik
. . . . belum berjalan secara maksimal sesuai dengan indikator

terhadap pelayanan publik pemerintah daerah di Indonesia.
. . . . . pelayanan publik yang baik (Wakhid, 2017). Masih terdapat

Pelayanan publik pada pemerintah daerah di Indonesia masih
. ketidakpastian mengenai biaya, waktu, dan prosedur pelayanan

banyak di temukan permasalahan, terutama pada daerah-daerah
. . dalam pelayanan publik di Indonesia. Permasalahan ini

di perbatasan (Mahsyar, 2017). Pelayanan publik merupakan
. . . . seringkali terjadi pada pelayanan publik pada pemerintah daerah

suatu kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan
. . o (Dwiyanto, 2018). Permasalahan kompleks terhadap pelayanan

kepada masyarakatnya sebagai tujuan utama dari di
. . publik seringkali terjadi pada pelayanan pada tataran pemerintah

selenggarakannya pemerintahan (Siti Maryam, 2017).

. . . daerah (Kurniawan, 2019). Hal ini disebabkan Kkarena,

Pelayanan ialah tindakan yang dilakukan untuk
. . pemerintah daerah menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah

memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan hak dasar warga
. pusat untuk memberikan hak dan kewajiban dalam pemenuhan

negara dan penduduk atas suatu produk, jasa, atau pelayanan
. . . . . kebutuhan masyarakat sebagai warga negara (Wibawa, 2019).

administrasi yang melayani kepentingan umum (Bisri &
. . . Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah

Asmoro, 2019). Dari segi penyelenggaraan pelayanan publik,
. . diantaranya terkait dengan kepengurusan administrasi misalnya

yang dimaksud dengan penyelenggaraan pelayanan publik

adalah yang diberikan oleh individu-individu kunci yang
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pelayanan publik di kantor camat, kantor lurah, kantor imigrasi,
kantor samsat, kantor pajak, dan lain sebagainya.

Pelayanan publik ada banyak macamnya, namun
kualitasnya tidak lepas dari keberadaannya. Permasalahan
terhadap pelayanan publik dapat disebabkan pada prosedur
pelayanan publik yang tidak berjalan optimal (Abdussamad,
2015). Akibatnya, prosedur yang digunakan oleh pelayanan
publik, yang menetapkan aturan yang pasti dan transparan di
lihat berdasarkan pada penyelenggara pelayanan serta hak yang
diperoleh warga sebagai pengguna layanan (Jawahir, 2018).
Prosedur pelayanan publik cenderung mengatur sebagian besar
tanggung jawab warga negara dalam persyaratan administratif
(Lia Aryani, 2020). Permasalahan yang ditimbulkan dari
ketidakpastian prosedur pelayanan publik menyebabkan adanya
tindakan illegal seperti adanya calo, pemungutan liar kepada
petugas dengan tujuan dapat memperoleh kepastian pelayanan
(Ramadhan, 2018). Sedangkan, memberikan pelayanan kepada
masyarakat merupakan sebuah tujuan utama dalam
penyelenggaraan pelayanan publik (Wibawa, 2019). Oleh
karenanya, pemenuhan kualitas terhadap pelayanan publik
menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.

Dari sekian banyak kantor pelayanan yang disediakan
oleh pemerintah, kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas
pelayanan publik masih menjadi penyebab keluhan dari
sebagian besar masyarakat. Kualitas dalam pelayanan publik
merupakan hal paling utama yang perlu untuk diperhatikan,
dicermati, oleh para penyedia pelayanan publik atau disebut
dengan birokrat (Agustina, 2019). Sebab kualitas yang diberikan
terhadap pelayanan publik bergantung dengan penilaian dan
kepuasan masyarakat. Bukan hanya itu saja, bahkan kualitas
pelayanan publik dapat berpengaruh terhadap kesuksesan suatu
pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Beberapa daerah di Indonesia, memiliki permasalahan
yang serupa dalam hal pelayanan publik, yaitu pada pelayanan
pada bidang administrasi. Beberapa daerah memang telah
memberikan pelayanan publik yang baik serta terintegrasi,
namun pada kenyataannya masih banyak daerah di Indonesia
masih tertinggal dalam permasalahan pelayanan publik.
Terutama daerah-daerah yang dikategorikan dalam 3T, yaitu
daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal (Saputro, 2018). Selain
karenan daerah tertinggal, permasalahan publik yang terjadi
karena ketidakpatuhan terhadap prosedur di Indonesia terdapat
44.86% pemerintah kabupaten yang tidak mematuhi hak-hak
publik (lzzati, 2020). Ombudsman Republik Indonesia
melakukan penelitian pada tahun 2019-2020 yang menunjukkan
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pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
(PEMDA) merupakan pelayanan yang paling banyak dikeluhkan
oleh masyarakat (Ombudsman, 2020).

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan
tersebut, penelitian ini menganalisis kritik terhadap pelayanan
publik Pemerintah Daerah di Indonesia. Penelitian ini berbeda
dengan penelitian sebelumnya yang mengkaji terkait dengan
pelayanan publik lainnya, penelitian ini menggunakan analisa
terhadap kritik untuk melihat kualitas pelayanan publik. Dalam
penelitian ini digunakan metode kualitatif deskriptif untuk
menganalisis secara mendalam terkait dengan kritik masyarakat
terhadap pelayanan publik. Hasil penelitian ini menunjukkan
kualitas pelayanan publik yang dilihat berdasarkan pada analisis
kritik dari keluhan masyarakat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pelayanan Publik

Sebagai aturan praktis, layanan mengacu pada setiap
tindakan yang diambil oleh seseorang, kelompok, atau
organisasi, yang melayani secara langsung atau tidak langsung
kebutuhan orang-orang yang dilayaninya. Menurut (Jawahir,
2018), pelayanan merupakan suatu kehiatan yang dilakukan
orang dengan menggunakan komponen material, suatu sistem
proses, dan cara tertentu untuk melayani kepentingan orang lain.
Selain itu, KEMENPAN Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003 menegaskan bahwasanya pelayanan

Keputusan

publik mencakup semua Kkegiatan pelayanan yang dilakukan
oleh penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan penerima layanan dan untuk memastikan bahwa
peraturan perundang-undangan dihormati (Taufik & Hardi,
2020). Adapun tujuan adanya pelayanan publik yaitu untuk
memberikan pelayanan serta kepuasan masyarakat terhadap
terpenuhinya kepentingan yang ingin dicapai dari pelayanan
publik (Putra, 2019). Dengan adanya tujuan ini menjadi tugas
pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik yang
berkualitas, efektif, dan efisien yang telah di sesuaikan dengan
kebutuhan dan preferensi masyarakat.

Setiap administrasi negara, perusahaan, badan
pemerintahan sendiri, badan pengelola pelayanan publik yang
dibentuk dengan undang-undang, dan Organisasi hukum lainnya
yang secara tegas didirikan untuk kegiatan pelayanan (Pasaribu
& Briando, 2019). Sesuai dengan UU no. 25 Tahun 2009,
masyarakat diakui sebagai penyelenggara layanan publik,
petugas, karyawan, petugas dan lain-lain. Bekerja untuk

organisasi dan bertanggung jawab untuk menerapkan satu atau
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lebih serangkaian tindakan pelayanan publik yang dikenal
sebagai pelaksana (Semil,2018).

Proses pelayanan publik terdiri dari individu yang
dilayani, individu yang dilayani, dan jenis pelayanan yang
diberikan (Siti Maryam, 2017). Oleh karena itu, layanan publik
dapat berisi hal-hal yang secara substansial berbeda dari yang
disediakan oleh sektor swasta (Bisri & Asmoro, 2019). Ada
layanan publik yang disediakan oleh pemerintah untuk
memenuhi setiap kebutuhan masyarakat, tidak seperti yang
disediakan oleh sektor swasta untuk tujuan menghasilkan
keuntungan bagi pemegang saham atau pemangku kepentingan
lainnya (Supriyanto, 2016). Dengan kata lain, pelayanan publik
mencakup semua kegiatan pemerintah dan pemanfaatannya
sumber daya publik yang dilakukan dengan maksud pemberian
manfaat secara langsung atau tidak langsung kepada orang-
orang (Tuasikal, 2019). Jadi, pelayanan publik mengandung dua
komponen; yang pertama adalah kegiatan pemerintahan, seperti
program pendidikan, rumah sakit, penegakan hukum, dll;
sedangkan yang kedua adalah sumber daya yang digunakan
untuk menyediakan layanan ini, seperti tanah, uang, bangunan,
peralatan, kendaraan, perizinan, dll.

Pelayanan Fungsi Pemerintah Daerah

Pelayanan pemerintah daerah merupakan hasil konkrit
dari proses administrasi (Agustina, 2019). Ketika berbicara
tentang kepegawaian, institusi, dan pembuatan kebijakan lokal,
kita berbicara tentang pabrik yang sudah berjalan tetapi belum
menghasilkan produk(Setijaningrum, 2019). Pemerintah daerah
telah menciptakan barang-barangnya melalui penyediaan
layanan pemerintah daerah. Akibatnya, pelayanan merupakan
produk kegiatan pemerintah daerah dan institusi (Dwiyanto,
2018).

Masyarakat dapat dilayani oleh pemerintah daerah
dengan beberapa cara, antara lain namun tidak terbatas pada
(Aminah et al., 2021; Harahap, 2021): pertama, terpeliharanya
ketertiban dan ketentraman umum, termasuk keselamatan
pribadi dan perlindungan lingkungan hidup; kedua, memenuhi
kebutuhan sosial ekonomi dan ekonomi masyarakat; ketiga,
menyediakan infrastruktur sosial ekonomi yang penting bagi
masyarakat; keempat, memastikan distribusi kekayaan yang
adil; dan kelima, memberikan perlindungan dan perlindungan
terhadap supremasi hukum dan supremasi keadilan. Dalam hal
kepegawaian dan pengelolaan, pemerintah daerah menyediakan
layanan publik ini melalui karyawan dan personel manajemen

(Paris, 2017). Mereka juga menggunakan berbagai metode untuk
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staf, seperti perekrutan, outsourcing dan transfer internal, dll
(Yusuf et al., 2019).

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pelayanan
publik tersebut dengan berbagai cara, antara lain (Ramadhan,
2018): 1. kebijakan daerah harus diatur dan ditetapkan (Perda
dan Keputusan Kepala Daerah); 2. secara langsung
menyediakan barang dan jasa publik kepada masyarakat; 3.
memberikan fasilitas masyarakat dalam bentuk bantuan atau
subsidi; 4. Sertifikasi dan perizinan adalah contoh pelayanan
administrasi.; dan 5. memberikan pelayanan publik secara tidak
langsung.

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pelayanan
publik tersebut dengan berbagai cara, antara lain (Wakhid, 2017;
Yusuf et al., 2019): 1. mengatur dan menetapkan kebijakan
daerah (Perda dan Keputusan Kepala Daerah); 2. secara
langsung menyediakan barang dan jasa publik kepada
masyarakat; 3. pemberian fasilitas berupa bantuan atau subsidi
kepada masyarakat; 4. pelayanan administrasi seperti sertifikasi
dan perizinan; dan 5. memberikan pelayanan publik secara tidak
langsung. Tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah adalah
pelayanan pemerintahan daerah; Namun demikian, kita harus
ingat bahwa fungsi dan tugas utama pemerintah, baik pusat
maupun daerah, adalah menawarkan layanan kepada masyarakat
dengan memberikan layanan masyarakat yang kuat, sehingga
pemerintah dapat memenuhi tujuan negara untuk membina
kesejahteraan masyarakat yang dalam pancasila adil dan
makmur. Pemerintah bertugas memberikan pelayanan kepada
masyarakat melalui prakarsa pemerintah dan pembangunan
untuk mencapai tujuan negara. Adapun terdapat tiga tugas utama
pemerintah, baik pusat maupun daerah, yaitu diantaranya (Hadi,
2019): (1) membagikan layanan, baik perindividu maupun
layanan publik atau publik disediakan; (2) membangun
infrastruktur ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi;
dan (3) memberikan perlindungan masyarakat.

Fungsi pertama pemerintah publik ialah fungsi
pelayanan publiknya. Contoh beberapa layanan perorangan
antara lain meliputi KTP, SIM, sertifikat tanah, izin, dan
sertifikasi. Jasa pabrik, seperti pembangunan lapangan olah
raga, trotoar, penerangan jalan umum, panti asuhan yatim piatu,
orang lanjut usia, lumpuh, atau miskin, dan lampu lalu
lintas(lzzati, 2020). Fungsi kedua pemerintah ialah membangun
fasilitas umum guna meningkatkan perekonomian daerah.
Pelaksanaan peran ini sangat penting karena terkait langsung
dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat melalui

penciptaan sarana dan prasarana pengembangan ekonomi
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daerah, sehingga potensi ekonomi yang belum tergali dapat
terwujud (Wibawa, 2019). Fungsi ketiga untuk melindungi
masyarakat, yang disebut juga dengan fungsi perlindungan
masyarakat, yaitu fungsi perlindungan masyarakat, yang
mencakup upaya pemerintah daerah untuk menjaga masyarakat
dalam rangka menumbuhkan rasa damai dan aman (Kurniawan,
2019). Masyarakat setempat membutuhkan rasa tenang dan
aman, serta lingkungan yang tertata dengan baik. Oleh karena
itu, pemerintah daerah harus membentuk sistem pengendalian
Trantibnas Nasional (ketenangan, keamanan, dan ketertiban
masyarakat), di mana kemampuan aparat keamanan seperti
polisi, Satpol-PP, dan militer untuk melayani, membantu, dan
mendidik masyarakat menggunakan fasilitas dan peralatan
ditetapkan teknologi yang memadai (Jawahir, 2018).

METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini ialah
metode kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan
untuk menganalisa secara mendalam terkait dengan
permasalahan suatu penelitian (Raco, 2018). Metode penelitian
kualitatif dengan pendekatan deksriptif dalam penelitian ini
untuk menganalisis kritik secara mendalam terkait dengan
permasalahan pelayanan publik yang terjadi pada Pemerintah
Daerah di Indonesia. Analisis kritik yang dilakukan dari data
terkait keluhan pelayanan publik yang diperoleh dari sumber
data primer berupa data dari 25 berita media online lokal dan
nasional yang dikumpulkan secara acak selama tahun 2019-
2020. Sedangkan data pendukung penelitian ini bersumber dari
jurnal nasional sejumlah 25 artikel jurnal selama tahun 2019-
2020. Tahapan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data,
dan penarikan kesimpulan merupakan bagian dari proses analisis
data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan kompleks terhadap pelayanan publik
seringkali terjadi pada pelayanan pada tataran pemerintah daerah
(Kurniawan, 2019). Hal ini disebabkan karena, pemerintah
daerah menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk
memberikan hak dan kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan
masyarakat sebagai warga negara (Wibawa, 2019). Pelayanan
merupakan tindakan penyediaan barang, jasa, atau jasa
administrasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga
negara dan penduduk sesuai dengan hak dasarnya (Ramadhan,
2018). Dalam hal pemenuhan terhadap pelayanan publik yang
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dimaksudkan adalah pemenuhan terhadap kebutuhan dasar
masyarakat yang diberikan oleh pemerintah.

Namun, pada kenyataannya penyelenggaraan
pelayanan publik pada pemerintah daerah belum maksimal.
Masih terdapat permasalahan yang perlu diatasi dalam
memberikan pelayanan publik yang berkualitas(Yusuf et al.,
2019). Penulis menganalisis hasil penelitian yang dilakukan,
bahwasanya permasalahan pelayanan publik disebabkan oleh
pemahaman standar pelayanan yang di pahami oleh Pemerintah
Daerah. Berikut adalah beberapa data yang menggambarkan hal

ini,

60,00%
50,00%
40,00%

30,00%

20,00%
BEKota

OKabupaten

10,00%

0,00% -+ . .
Tidak Cukup Paham
Paham Paham

Sumber: (lzzati, 2020)
Gambar.1. Standar Pelayanan Pemerintahan tahun 2020.

Gambar 1 menunjukkan pemahaman standar
pelayanan publik pada pemerintah daerah dan pemerintah kota
pada tahun 2020. Pada gambar 1 dapat di lihat bahwasannya
pemahaman terhadap standar pelayanan publik pemerintah
daerah lebih rendah daripada standar pelayanan publik pada
pemerintah kota yaitu sebesar 48,11% lebih rendah dari 59,09%
(Izzati, 2020). Hal ini menunjukkan bahwasannya kualitas
pelayanan publik di lihat berdasarkan pada standar atau prosedur
pelayanan publik yang telah ditetapkan. Namun, pada
kenyataannya, pemahaman terhadap standar pelayanan pada
pemerintah daerah kurang dari 50%, yang menandakan
bahwasannya penyelenggara pelayanan tidak maksimal dalam
memahi standar pelayanan. Sehingga dengan rendahnya
pemahaman terhadap standar pelayanan ini berimplikasi pada
kualitas pelayanan publik.

Kurangnya pemahaman terhadap pelayanan publik
dapat menimbulkan berbagai permaslahan mulai dari aduan,
kritik, bahkan protes yang memberikan dampak berkelanjutan
pada kecurangan serta tidak terlaksananya pelayanan publik
sesuai dengan standar dan prosedur pelayanan publik yang telah
ditetapkan (Wibawa, 2019). Permasalahan terhadap pelayanan
publik dilihat berdasarkan pada kualitas pelayanan yang
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memenuhi aspek pola penyelenggaraan (tata laksana), dukungan
sumber daya manusia, dan kelembagaan (Agustina, 2019; Arifin
& Nurkumalawati, 2020). Hasil analisa penulis menunjukkan
kritik terhadap pelayanan publik, apabila dilihat berdasarkan
pada kualitas pelayanan (Abdussamad, 2015; Agustina, 2019;
Kurniawan, 2019);

a). Responsivitas

Responsivitas petugas terhadap permintaan layanan
menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pelayanan publik
yang berkualitas. Aspek ini menjadi permasalahan yang terjadi
pada pelayanan publik hampir pada setiap tingkatan unsur
pelayanan, mulai dari tingkat petugas pelayanan, hingga pada
tingkat penanggungjawab instansi. Permasalahan yang sering
terjadi karena kurangnya responsivitas penyelenggara pelayanan
publik yaitu, respon terhadap keluhan, aspirasi, harapan,
seringkali lambat bahkan diabaikan (Kurniawan, 2019).

b). Informatif

Penyelenggara pelayanan publik harusnya informatif, hal
ini sering terjadi, kurangnya informasi terhadap pelayanan
publik, seharusnya disampaikan kepada masyarakat sering kali
tidak tersampaikan.

c.) Aksesibilitas

Seharusnya pelayanan publik dapat dijangkau dengan
mudah oleh masyarakat. Permsalahan terhadap aksesibilitas
pelayanan publik seringkali meyulitkan, terutama akses bagi
penyandang disabilitas.

d). Koordinasi

Minimnya koordinasi dari berbagai unit pelayanan publik
yang terkait satu dengan lainnya, sehingga menyebabkan
menyebabkan tumpeng tindih kebijakan bahkan pertentangan
kebijakan dengan instansi atau unit pelayanan lain yang terkait.

e). Birokratis

Proses pelayanan publik bersifat birokratis, pada umumnya
terjadi pada pelayanan perizinan, sehingga membutuhkan waktu
yang lama.

f). Tidak Efisisen

Berbagai persyaratan di buthkan seringkali tidak
relevan dengan pelayanan yang diberikan.

Sedangkan dari aspek sumber daya manusia, terdapat
kelemahan yang berkaitan dengan profesionalisme, kompetensi,
empati, dan etika (Setijaningrum, 2019). Di sisi lain, dari aspek
kelembagaan membutuhkan desain organisasi yang perlu di
rancang secara khusus dalam rangka meningkatkan kualitas
pelayanan kepada masyarakat (Cahyadi, 2020). Permasalahan

terkait dengan hierarki pada organisasi pemerintahan membuat
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pelayanan tidak efisien dan kurang terkoordinasi dengan baik.
Selain itu, pelaksanaan dua fungsi sekaligus yaitu tugas
pengaturan dan penyelenggaraan membuat pelayanan publik
menjadi tidak efisien. Gambaran buruknya kualitas pelayanan
publik dapat dilihat di bawah ini,

Budaya
Buruknya ~ Kinerja

Pelayanan

. Belum
Publik Terbangun

SDM
Pola Pikir Aparatur

Rule-Based Tidak
Kompeten

\ Tumpang
Tindih

Kewenangan

Sumber : (Hadi, 2019)
Gambar 2. permasalahan pelayanan Publik

Berdasarkan pada hasil analisa terhadap kritik
pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah,
terdapat pemicu buruknya pelayanan publik pada pemerintah
Indonesia yang dapat ditunjukkan pada gambar (2) rendahnya
kualitas pelayanan publik berupa (Hadi, 2019); 1) Budaya
Kinerja yang Belum Terbangun; 2) SDM Aparatur yang tidak
kompetem, 3) Tumpang tindih kewenangan, 4) Pola pikir yang
based-rules atau birokratis, 5) Buruknya pelayanan publik.

Salah satu contoh pelayanan publik yang seringkali
terjadi permasalahan yaitu pelayanan sektor pertanahan yang
diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)
(Harahap, 2021). Permasalahan terkait pelayanan sektor
pertanahan diantaranya(Jawahir, 2018; Paris, 2017); adanya
piungutan liar, pengelolaan administrasi pertanahan yang
lamban, kurangnya profesionalisme aparatur/petugas pelayanan,
dan persepsi masyarakat tentang mahalnya biaya untuk
mendapatkan sertifikat, lambannya pengurusan berkas. Akibat
dengan berbagai permasalahan tersebut, orang lebih memiih
menggunakan pihak ketiga (calo) (Harahap, 2021).

Berdasarkan pada permasalahan yang terjadi pada
BPN perlu adanya sikap transparan kepada publik, memang
masalah lahan bisa dikatakan sangat rumit, maka dari itu harus
diperlukannya kelompok tertentu, seperti tokoh masyarakat
setempat misalnya(Jawahir, 2018). BPN juga harus terbuka

terhadap kritik maupun saran dari publik agar lebih transparan.
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Adapun faktor-faktor penyebab peningkatan jumlah
laporan publik tentang pelayanan pemerintah daerah yaitu salah
satunya otonomi daerah yang makin kuat (Hadi, 2019).
Kewenangan yang berada pada otonomi daerah perlahan
membuat suatu pemerintahan daerah terkesan lebih seenaknya
dalam mengatur daerahnya. Salah satu tujuan otonomi daerah
ialah untuk meningkatkan pelayanan publik yang diberikan oleh
pemerintah daerah. Menjalankan otonomi daerah juga harus
memanfaatkan semua hak dan wewenang secara bijaksana dan
tepat, bukan sewenang-wenangnya. Otonomi daerah diharapkan
dapat memberikan pelayanan publik yang paling efisien
(Pratiwi, 2021). Hal ini dilakukan agar nantinya masyarakat
dapat mengambil keuntungan, manfaat dan merasa lebih
nyaman untuk memenuhi berbagai tuntutan di banyak aspek.

Pelayanan yang seharusnya diberikan dengan optimal
kepada masyarakat menjadi tidak terlaksana sebagai mana
mestinya, yang pada mulanya laporan keluhan tertinggi berada
pada kepolisian, namun dengan seiring waktu otonomi daerah
yang kita tahu sebagai kebebasan dalam mengurus daerahnya
bukan sebagai kemerdekaan (Hannan & Rahmawati, 2020).
Sehingga dapat kita mengerti bahwa pelayanan terhadap
masyarakat  haruslah  benar-benar diperhatikan, karena
kebebasan disini berarti bahwa pemerintahan daerahlah yang
lebih mengetahui bagaimana kondisi daerah yang dipimpinnya
sehingga ia diberikan kewenangan seperti otonomi daerah.
Namun kewenangan itu tetap harus mengedepankan pelayanan
prima terhadap masyarakat bukan malah sebaliknya. Perlu
adanya sikap transparan kepada publik, memang masalah lahan
bisa dikatakan sangat rumit, maka dari itu harus diperlukannya
kelompok tertentu, seperti tokoh masyarakat setempat misalnya.
BPN juga harus terbuka terhadap kritik maupun saran dari

publik agar lebih transparan.

4. SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis terkait dengan kritik
pelayanan publik pada pemerintah daerah di Indonesia,
bahwasannya pelayanan publik tersebut belum berjalan secara
optimal serta belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pemerintah daerah memberikan pelayanan publik yang
berkualitas rendah karena penyedia layanan publik di tingkat
pemerintah daerah seringkali tidak memahami standar
pelayanan publik. Selain itu terdapat beberapa penyebab
rendahnya kualitas pelayanan publik berupa; 1) Budaya Kinerja
yang Belum Terbangun; 2) SDM Aparatur yang tidak kompeten,

3) Tumpang tindih kewenangan, 4) Pola pikir yang based-rules
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atau birokratis, 5) Buruknya pelayanan publik. Sedangkan untuk
mencapai kualitas pelayanan publik yang penyelenggara negara
yang mencukupi keinginan dan keperluan masyarakatnya
melalui pelayanan yang prima dan optimal, karena hal ini telah
menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah.

Dalam banyaknya aduan publik terhadap pelayanan
pemda, hal yang perlu dilakukan birokrat pemerintah daerah
ialah harus meningkatkan atau memodifikasi sikap birokrasi
terhadap masyarakat, terutama dengan sering mendengarkan
aspirasi masyarakat dan mampu memahami kebutuhan dan
harapan masyarakat. Pemerintah dapat melakukan hal-hal
berikut untuk memberikan pelayanan yang sempurna dan efektif
kepada masyarakat, di antaranya seperti (Aminah et al., 2021);
melakukan perubahan yang seharusnya tidak hanya dilakukan
atas dasar proses dan prosedur, tetapi juga tentang perubahan
struktural dan etika.
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para netizen. Salah satu contohnya adalah viralnya mal pelayanan
publik kota Surabaya karena ulah petugas yang tidak ramah dan
makan pentol saat bertugas. Keluhan tersebut diunggah dalam
sebuah akun twitter, yang selanjutnya menarik peminat netizen
untuk menyaksikan bahkan mencapai 13.000 kali disukai dan
mendapatkan 500 komentar. Pada unggahan tersebut, standar

1. PENDAHULUAN

Semenjak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah di
Indonesia, tuntutan akan tersedianya pelayanan yang responsif
sesuai aspirasi atau kebutuhan masyarakat di daerah semakin

meningkat. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan
berbagai bentuk oleh masing-masing instansi pemerintah.
Kemajuan teknologi yang sangat pesat telah membantu
masyarakat dengan cepat mengontrol berbagai layanan yang
disediakan oleh penyelenggara. Masyarakat dalam waktu yang
singkat dapat memperoleh berbagai macam kejadian buruknya
layanan dari berbagai wilayah. Ukuran penting untuk acuan
keberhasilan implementasi otonomi daerah di Indonesia adalah
pelayanan publik. Otonomi daerah dipercaya banyak pihak akan
mempermudah, mendekatkan dan memunculkan inovasi layanan
seiring kehadiran pemerintah daerah.

Penyelenggaran pelayanan publik menjadi salah satu fungsi
penting pemerintah daerah dalam mewujudkan good governance.
Penyelenggara pelayanan publik tidak bisa lagi menghindar atau
menutup diri dari perubahan teknologi yang semakin pesat ini.
Masyarakat semakin kritis dalam memotret informasi pelayanan
publik yang tersedia karena mereka dengan cepat dibantu oleh
kecanggihan teknologi saat ini seperti handphone dan jaringan
internet. Penyelenggara pelayanan publik yang baik maupun
buruk saat ini akan menjadi cepat terkenal atau menjadi viral oleh
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pelayanan pemerintah Kota Surabaya dipertanyakan (Shalihah,
2021).

Kasus diatas tentunya menjadi penting untuk diperhatikan
oleh seluruh penyelenggara pelayanan publik di daerah, sehingga
perlu responsif terhadap situasi yang sedang berkembang saat ini.
Penyelenggara  pelayanan  harus  beradaptasi  dengan
perkembangan saat ini dengan melakukan berbagai macam
perbaikan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Namun, perlu menjadi catatan penting bahwa pelayanan yang
responsif terhadap kebutuhan masyarakat bukanlah simbol
seperti yang tertera pada spanduk atau baliho di pintu masuk
kantor pemerintah melainkan sebuah tanggungjawab yang
harus direaliasikan.

Implikasi pelaksanaan otonomi daerah yakni berubahnya
keberadaan kecamatan. Kecamatan saat ini telah menjadi
perangkat daerah yang menunjukkan posisinya sebagai ujung
tombak pelayanan kepada masyarakat. Perubahan kedudukan
kecamatan menjadi perangkat daerah, menunjukkan maksud
pemerintah untuk menempatkan kecamatan sebagai garda
terdepan pelayanan yang tidak disertai oleh kepentingan politik

Pengalaman Penerapan Layanan Administratif di Kecamatan Galang 8



JURNAL ILMIAH DIALEKTIKA PUBLIK -VOL. 6 NO.1(2022) | ISSN (Print) 2337-8379 | ISSN (Online) 2615-1049

seperti pada zaman orde baru. Kota Batam terdiri atas 12
Kecamatan, yang diantaranya adalah Kecamatan Galang.
Kecamatan Galang dengan ibu kota Kecamatan adalah
Sembulang memiliki luas 2.018,49 km2 dan merupakan wilayah
paling luas dibandingkan dengan yang lainnya.

Wilayah Kecamatan Galang sendiri meliputi Delapan
kelurahan dengan jumlah pulau mencapai 100 (Kota Batam
dalam Angka, 2021). Penduduk yang ada di kecamatan Galang
tidak terkonsentrasi, tersebar di beberapa pulau. Luas wilayah
yang besar, terdiri dari 100 pulau dan penduduk yang terpencar
menjadikan kecamatan Galang memiliki tantangan tersendiri
dalam penyediaan pelayanan bagi masyarakatnya. Melihat
kondisi demikian, Kecamatan Galang memberikan perhatian
terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pengalaman penelitian terkait layanan yang diberikan oleh
Kecamatan Galang pernah dilakukan oleh Lodan dan Mandala
(2017). New Public Service (NPS) mendasarkan pada hubungan
yang erat antara pelayanan publik dan aparatur. Aparatur harus
mampu menterjemahkan dan membagi kepentingan sesuai
kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik yang diselenggarakan
pemerintah memiliki peran sentral karena menjadi salah satu
indikator keberhasilan dalam mewujudkan tuntutan atau
keinginan dari masyarakat. Pemerintah harus mampu merespon
kebutuhan masyarakat dengan memperbaiki kualitas layanan agar
dapat mendekatkan harapan masyarakat dengan kenyataan.
Kondisi ini tentunya akan memberikan kepuasan bagi
masyarakat. Adapun penelitian dilakukan dengan tujuan
mengkaji strategi Kecamatan Galang menyediakan layanan
administratif yang diberikan kepada masyarakat, khususnya
yang bertempat tinggal di pulau.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pelayanan Publik

Pelayanan publik sebagaimana yang tertera dalam Undang-
Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,
jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik. Hardyansyah mengemukakan 2
(Dua) kelompok pelayanan yakni pelayanan kebutuhan dasar dan
pelayanan umum yang diberikan pemerintah kepada masyarakat
(Miranti, 2015 : 63). Kesehatan, pendidikan dasar serta kebutuhan
pokok merupakan kebutuhan dasar. Pelayanan jasa, barang dan
administratif termasuk ke dalam pelayanan umum.

Keputusan MENPAN  Nomor 63 Tahun 2004
mengelompokkan 3 (Tiga) jenis pelayanan dari instansi
pemerintah serta BUMN/BUMD. Pengelompokkan jenis
pelayanan tersebut mengikuti ciri, sifat kegiatan dan produk
pelayanan yang dihasilkan. Ketiga kelompok pelayanan tersebut
meliputi pelayanan barang, jasa dan administratif barang dan jasa
(Mukarom dkk, 2015 : 93). Selanjutnya sesuai Kep.MENPAN
No. 63/2004, instansi penyedia pelayanan publik harus
memperhatikan asas-asas, sebagai berikut :

a) Akuntabilitas, pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan
harus  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  dan
perundang-undangan yang berlaku.

Karol Teovani Lodan

b) Transparansi, pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan
dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan
disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

c) Kondisional, pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan
kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap
berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

d) Partisipatif, peran yang dapat mendorong peran serta
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan
memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

e) Kesamaan hak, pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi
aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status
sosial, dan lain-lain.

f) Keseimbangan hak dan kewajiban, pelayanan yang
mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan
penerima pelayanan publik.

Semil (2018 : 137) mengemukakan beberapa unsur yang
menentukan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik,
antara lain : biaya, kejelasan petugas, kecepatan pelayanan,
kenyamanan, keramahan petugas, keadilan dalam pelayanan dan
ketepatan waktu. Selanjutnya, terdapat 5 indikator yang
digunakan untuk menilai pelayanan publik seperti yang
dikemukakan oleh Fitzsimmons (Mukarom dkk, 2015 : 108)
antara lain Keandalan, diwujudkan dalam bentuk
penyelenggaraan layanan yang disediakan secara benar & tepat.
Ketampakan fisik, ditunjukkan dalam bentuk Kketersediaan
sumber daya sesuai kebutuhan pelayanan. Daya Tanggap,
diwujudkan dalam bentuk adanya kemauan dalam memberikan
pelayanan yang cepat. Jaminan, diwujudkan dengan
menitikberatkan pada aspek moral dan etika selama
penyelenggaraan layanan.

Empati, ditunjukkan dengan adanya kepedulian terhadap
harapan dan tuntutan dari pelanggan. Albrecht dan Zemke
menuturkan hasil interaksi dari ketiga aspek yakni penyedia
layanan, personil, dan sistem sangat menentukan kualitas
pelayanan tersebut (Mukarom dkk, 2015 : 111). Sistem pelayanan
harus mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat saat
ini. Pelayanan yang mampu mengakomodir aspirasi sesuai
kebutuhan warga dapat menyajikan pelayanan dengan strategi
dan system yang tepat. Layanan publik yang dibangun dengan
sistem yang baik tentunya dapat berdampak pada peningkatan
kepuasan dari masyarakat. Layanan publik akan menjadi lebih
baik dan murah dengan mendasarkan bahwa masyarakat berhak
memilih yang cocok dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat
(Jilke et all, 2016 : 421). Penyedia pelayanan harus berkontribusi
dalam menghasilkan upaya yang lebih maksimal sebab aktivitas
pelayanan menyediakan kesempatan dalam menyelenggarakan
kegiatan yang berdampak bagi banyak orang. Kondisi ini
tentunya akan mudah dalam mewujudkan layanan kepada
masyarakat secara efisien dan lebih baik (Jensen dan
Vestergaard,2017:54).

New Public Service (NPS)

Paradigma ini meletakkan pelayanan publik merupkan
kegiatan penting bagi aparatur di daerah. Aparatur harus memiliki
kemampuan dalam mengartikulasi dan membagi kepentingan
masyarakat, menjadi poin penting dari prinsip new public service.
Pelayanan publik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam
menilai indikator kinerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah
dituntut untuk dapat memenuhi tuntutan masyarakat dengan terus
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melakukan perbaikan pelayanan. Agus Dwiyanto mengemukakan

bahwa dalam pendekatan New Public Service, kepentingan

masyarakat merupakan rumusan atas interaksi berbagai macam
nilai yang berkembang di dalam masyarakat.

Penyelenggara pelayanan harus bertanggung jawab terhadap
masyarakat secara keseluruhan.  Pendekatan OIld Public
Administration (OPA), pemerintah melakukan “rowing”
mendominasi atau menyapu bersih semua pekerjaan. Pendekatan
New Public Management (NPM) bersifat “steering”, sedangkan
dalam pendekatan New Public Service (NPS) pemerintah
berperan dalam menegosiasikan. Agus Dwiyanto
mengemukakan, tugas pemerintah adalah mengali dan
menegosiasikan berbagai kebutuhan atau kepentingan dari
masyarakat dan komunitas yang ada. Pelayanan harus bersifat
dinamis mengikuti perkembangan tuntutan masyarakat. Idealnya,
pelayanan publik haruslah responsif terhadap kepentingan
masyarakat secara luas (Fitriana, 2014 : 4). Ada Tujuh prinsip
yang terkandung dalam new public service seperti yang
disampaikan oleh Denhardt & Denhardt (Ismanto, 2012 : 91),
yakni :

1) Kepentingan publik diartikan sebagai perwujudan dari hasil
dialog tentang nilai yang berkembang di masyarakat, yang
disepakati bersama dan bukan wujud dari agregasi
kepentingan pribadi ataupun kelompok.

2) Gagasan kolektif yang disepakati bersama terkait
kepentingan  publik harus mampu dihasilkan oleh
administrator publik.

3) Usaha bersama dan kolaboratif dapat menciptakan kebijakan
maupun program Yyang dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat secara responsif dan efisien.

4) Peran utama dari pelayanan publik adalah membantu
masyarakat dalam mewujudkan dan memenuhi kepentingan
yang telah diputuskan bersama, bukan mencoba
mengendalikan atau mengontrol masyarakat ke arah yang
baru.

5) Proses kolaborasi dan kepemimpinan yang menghargai
semua orang akan memberikan kesuksesan dalam jangka
panjang bagi organisasi publik dan mitra yang terlibat di
dalam nya.

6) Penyelenggara pelayanan publik tidak meletakkan
perhatiannya semata pada pasar. Pelayan publik juga perlu
memberikan perhatian pada aspek nilai yang ada di
masyarakat, norma politik, ukuran/standar professional,
aspek hukum dan kepentingan masyarakat luas.

7) Masyarakat yang berkomitmen memberikan kontribusi
terhadap masyarakat, bukan oleh manajer wirausaha yang
bertindak seolah-olah uang adalah milik mereka.

Makna yang penting mendasari paradigma ini adalah instansi
penyedia layanan harus hadir dengan memfokuskan pemberian
layanan kepada masyarakat dalam kapasitasnya sebagai warga
negara dan bukan pelanggan. Paradigma ini juga meletakkan
pondasi dasar layanan publik untuk memprioritaskan kepentingan
umum, menghormati masyarakat, mendorong partisipasi
masyarakat, berlaku demokratis dan berpikir secara strategis.

Karol Teovani Lodan
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Penelitian Terdahulu

Penelitian dilakukan oleh Hidayah (2020) dengan judul
Kualitas  Pelayanan  (Studi  Pelayanan  Administrasi
Kependudukan  Di  Kecamatan  Cipatujah  Kabupaten
Tasikmalaya). Penelitian dipublikasikan pada Jurnal limiah limu
Administrasi Negara VVolume 7 Nomor 1, Bulan April Tahun
2020. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana
kualitas pelayanan publik dalam administrasi kependudukan di
Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya. Masalah
utamanya adalah mengenai kualitas pelayanan publik dalam
administrasi  kependudukan yang masih belum maksimal.
Penelitian ini  merupakan penelitian deskriptif dengan
menggunakan pendekatan kualitatif. Observasi, wawancara &
dokumentasi menjadi teknik yang digunakan dalam pengumpulan
data. Hasil penelitian memberikan informasi bahwa belum
maksimalnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh kecamatan.
Belum maksimalnya kualitas pelayanan tersebut berkaitan
dengan layanan ~ administrasi kependudukan  yang
diselenggarakan di kecamatan tersebut.

Hakim, Ribawanto dan Hadi (2014) melakukan penelitian
dengan judul Pelayanan Publik di Kecamatan Giri Kabupaten
Banyuwangi  (Studi pada Penyelenggaraan  Pelayanan
Kependudukan).  Penelitian  dipublikasikan pada Jurnal
Administrasi Publik (JAP), Volume 2 Nomor 3 Tahun 2014.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.
Penelitian ini memfokuskan pada kualitas pelayanan publik
berupa administrasi kependudukan di Kecamatan Giri Kabupaten
Banyuwangi dan faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan
administrasi kependudukan. Dalam rangka pemenuhan data
sesuai dengan fokus penelitian diatas, peneliti melakukan
kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Data yang telah diperoleh dilapangan dianalisa dengan
menggunakan metode analisa interaktif dari Miles Hubberman,
yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan. Kualitas layanan publik dapat diukur
meliputi beberapa indikator yang meliputi : kejelasan dan
kepastian, kesederhanaan, keterbukaan, keadilan, ketepatan
waktu, ekonomis dan keamanan. Penyelengaraan layanan publik
dari sisi keamanan tidak ada kendala. Upaya yang telah dilakukan
kecamatan adalah adanya kegiatan sosialisasi yang diberikan
kepada masyarakat dan aparat desa sebagai bentuk keterbukaan
layanan. Selain itu dilakukan penyebaran informasi dengan
melakukan penempelan pengumuman atau selebaran agar
masyarakat mudah melihat dan mengetahui. Waktu pelayanan
sesuai waktu yang ditentukan adalah Lima Belas menit, tetapi
pada prakteknya terjadi perbedaan. Realitanya waktu yang
digunakan untuk penyelesaian pelayanan pengurusan kartu tanda
penduduk dan kartu keluarga bisa mencapai 2-3 hari. Hasil
penelitian menunjukkan adanya faktor yang mempengaruhi
kualitas layanan antara lain kesadaran masyarakat, sarana dan
prasarana, aparatur/pegawai, kepemimpinan, keterbukaan, dan
responsivitas.

Septiani dan Siswadhi (2020) melakukan penelitian dengan
judul Pelayanan Publik dalam Perspektif Administrasi Publik di
Indonesia. Penelitian dipublikasikan pada Jurnal llmiah
Indonesia Volume 5 Nomor 5. Penelitian yang dilakukan oleh
Septiani dan Siswadhi ini bertujuan melihat daya tanggap
pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya melayani masyarakat.
Studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang
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digunakan sebagai metode dalam penelitian ini. Penyajian hasil
penelitian menunjukkan, new public service (NPS) dan good
governance merupakan jawaban yang dapat digunakan untuk
menyelesaikan persoalan pelayanan kepada masyarakat yang ada
di Indonesia. Indonesia sebagai negara demokratis dianggap
sesuai untuk dapat menggunakan paradigma ini. Pembaharuan
atau penataan kembali pada pelayanan menjadi pilihan penting
untuk meningkatkan daya saing secara ekonomi, politik dan
masyarakat yang sejahtera.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan
model deskriptif. Penggunaan sumber data terdiri 2 bagian yakni
primer dan sekunder. Data primer adalah informasi yang telah
didapatkan atau dikumpulkan dari sumbernya secara langsung.
Data primer merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh
secara langsung yakni wawancara dengan para petugas
kecamatan dan masyarakat di wilayah setempat. Data sekunder
merupakan catatan suatu peristiwa dalam bentuk dokumen atau
laporan, yang meliputi profil kecamatan galang, kecamatan
dalam angka dan lain sebagainya. Dokumentasi & wawancara
merupakan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini. Sementara itu, panduan wawancara dan catatan
temuan informasi di lapangan yang digunakan sebagai instrument
penelitian. Model interaktif sebagaimana disampaikan oleh Miles
dan Hubberman menjadi analisis data yang digunakan. Penelitian
ini menggunakan teknis analisis data dengan mengikuti beberapa
tahapan seperti (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penarikan
kesimpulan (Sugiyono, 2014:247).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Melihat dari sejarahnya, Kecamatan Galang merupakan
wilayah yang berada di Kabupaten Bintan dahulunya. Pada
kecamatan tersebut terdapat Sepuluh Desa yakni Sijantung,
Sembulang, Pulau Abang, Desa Karas, Rempang, Pangkil,
Pengajuan, Penaga, Tembeling, Bintan Buyu dengan luas kurang
lebih 1078,25 Km?. Dalam perjalanan selanjutnya, beberapa
wilayah tersebut bergabung ke Kota Batam dan sebagiannya tetap
berada di Kabupaten Bintan. Pusat pemerintahan Kecamatan
Galang berada di Kelurahan Sembulang dimana daerah ini
terletak ditengah diantara kelurahan lainnya sehingga jarak
tempuh antar kelurahan relatif sama. Hal ini membuat masyarakat
di tiap kelurahan menjadi lebih efektif dan efisien dalam
pengurusan administrasi kependudukan.

Kelurahan Pulau Abang adalah wilayah dengan jarak tempuh
paling jauh dari Sembulang sebagai ibukota kecamatan. Jarak
yang harus ditempuh mencapai 48,77 kilometer dengan
menggunakan transportasi laut. Jarak tempuh yang harus dilalui
menuju Kelurahan Galang baru sekitar30, 66 kilometer.
Kecamatan Galang sendiri memiliki 4 kelurahan yang bisa
ditempuh melalui jalur darat sedangkan yang lainnya dapat
diakses melalui jalur laut. Kelurahan yang paling terdekat dengan
kantor kecamatan adalah Sembulang dengan jarak sekitar 1
kilometer. Jarak tempuh kantor kecamatan ke pusat pemerintah
daerah Kota Batam adalah 56, 67 kilometer. Kecamatan Galang
memiliki pulau yang berpenduduk, yakni di Kelurahan Sijantung
ada 2 pulau dan 3 pulau lainnya di Kelurahan Karas.

Karol Teovani Lodan

Selain itu, di Kecamatan Galang terdapat pula Dua Puluh
pulau yang tidak berpenduduk. Sembilan pulau berada di
Kelurahan Sijantung, Tujuh berada di pulau Karas dan Empat
pulau lainnya di wilayah Sembulang. Pulau yang tidak
berpenduduk, sebanyak 45 pulau berada di Kelurahan Pulau
Abang dan yang berpenghuni sekitar Delapan pulau. Kelurahan
lainnya seperti Air Raja terdiri dari 2 pulau yang berpenghuni.
Selanjutnya, salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Galang
memiliki Tiga Belas pulau berpenduduk dan tujuh pulau tidak
berpenduduk adalah Kelurahan Galang Baru. Berdasarkan uraian
diatas, dapat disampaikan terdapat 120 pulau yang berada di
Kecamatan Galang dan hanya 36 pulau yang berpenduduk.
Uraian diatas merupakan gambaran kecamatan Galang secara
geografis yang tentunya juga akan berdampak pada
penyelenggaraan pelayanan publik. Kondisi ini tentunya
membuat pihak kecamatan dan kelurahan harus saling bersinergi
agar dapat menyediakan layanan yang responsif bagi masyarakat.

Kecamatan Galang dalam menjalankan fungsi sebagai
penyedian layanan administratif, berpedoman pada Perwako
Batam No. 44 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan sebagian
Wewenang Pemerintahan dari Walikota Batam kepada Camat.
Selain itu, ada pula Peraturan Daerah Kota Batam No. 1 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di
Kota Batam. Peraturan daerah ini memperjelas rangkaian
kegiatan penertiban dan penataan dalam penerbitan berkas atau
dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,
pencatatan  sipil, pengelolaan  informasi  administrasi
kependudukan serta pemanfaatan hasilnya untuk pelayanan
publik dan pembangunan sektor lainnya. Dalam rangka
meningkatkan keterjangkauan masyarakat di pulau-pulau untuk
memenuhi kebutuhan layanan administrasi yang meliputi
pengurusan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, pengurusan
akte lahir, surat pindah, surat pengantar catatan kepolisian dan
lain sebagainya, telah dilakukan beberapa upaya.

Pertama, proses layanan administratif bagi masyarakat pulau
dilakukan dengan melibatkan Empat kantor kelurahan yakni
Subang Mas, Air Raja, Karas dan Pulau Abang. Masyarakat yang
berada pada pulau tersebut dalam proses pelaksanaan layanan
administratif (surat menyurat) cukup menyerahkan dokumen atau
berkas yang diminta sebagai syarat kepada petugas kelurahan
setempat. Petugas selanjutnya akan memeriksa dokumen yang
diajukan supaya memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Persyaratan setiap jenis layanan dapat diakses masyarakat
melalui pihak kelurahan setempat. Selanjutnya berkas-berkas
yang ada dikumpulkan terlebih dahulu oleh petugas dan akan
dibawa ke Kecamatan Galang.

Strategi layanan yang diberikan diatas, paling tidak dapat
meringankan beban masyarakat setempat dari sisi waktu dan
biaya untuk menjangkau ke Kantor Kecamatan Galang.
Kecamatan Galang telah memiliki kegiatan rutin dengan pihak
kelurahan, yang pada saat bersamaan berkas pengajuan layanan
dari masyarakat tadi dibawa untuk disampaikan ke pihak
kecamatan. Kedua, masyarakat dapat juga memanfaatkan jasa
pengemudi pompong (perahu tradisional) untuk mengantarkan
berkas permohonan yang diinginkan kepada pihak kecamatan
tanpa harus secara fisik hadir. Kondisi ini diperuntukkan bagi
masyarakat yang memang membutuhkan layanan tersebut
diproses lebih cepat. Selanjutnya pengemudi pompong nantinya
akan menghubungi petugas kecamatan untuk dapat mengambil
berkas atau dokumen yang telah dititipkan.

Pengalaman Penerapan Layanan Administratif di Kecamatan Galang 11



JURNAL DIALEKTIKA PUBLIK — VOL. 6 No. 1 (2022) |

Kondisi ini dimungkinkan karena memang jarak pelabuhan
dan kantor kecamatan cukup dekat. Ketiga, disediakan fasilitas
rumah tinggal di lingkungan kantor kecamatan yang
diperuntukkan bagi pegawai. Para pegawai dengan kondisi
tempat tinggalnya jauh dari kantor kecamatan dapat
memanfaatkan fasilitas yang disediakan sehingga dapat
menjalankan tugas dengan sebaik mungkin tanpa terbebani
kondisi jarak tempuh bekerja. Selain itu, rumah dinas yang
disediakan dimanfaatkana juga sebagai tempat penitipan berkas
atau pengajuan permohonan dari masyarakat diluar jam
pelayanan yang ada. Keesokan harinya pegawai kecamatan akan
langsung membawanya ke kantor untuk diteruskan ke unit terkait.
Keempat, dilakukan juga kegiatan sosialisasi layanan yang
tersedia di kecamatan kepada masyarakat yang ada di beberapa
kelurahan.

Sosialisasi ditujukan agar masyarakat dapat memahami
persyaratan dan aturan baru dalam penyelenggaraan pelayanan
yang ada. Kegiatan sosialisasi juga melibatkan pihak kelurahan
dan pegawai setempat untuk mempermudahkan dalam proses
komunikasi dan koordinasi. Melihat dari upaya yang dilakukan
oleh pihak kecamatan dan kelurahan menunjukkan kondisi yang
dilakukan untuk dapat menjangkau masyarakat. Pelayanan harus
tetap diberikan dengan kepada masyarakat walaupun dengan
kondisi geografis yang berbeda dengan kecamatan lainnya.
Aparatur dituntut untuk mencari cara agar dapat menyediakan
dan menyalurkan layanan kepada masyarakat. Layanan publik
akan menjadi lebih baik dan murah dengan mendasarkan bahwa
masyarakat berhak memilih yang cocok dengan kebutuhan dan
tuntutan masyarakat (Jilke et all, 2016 : 421). Perubahan
kedudukan kecamatan menjadi perangkat daerah memang
berimplikasi pada aktivitas yang diselenggarakan termasuk
fungsi pelayanan yang menjadi terbatas seperti layanan
pemberian surat keterangan, surat pengantar atau surat
rekomendasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayah (2020) menunjukkan
bahwa daya tanggap aparatur pemerintah dalam pelayanan publik
sangat diperlukan. Daya tanggap diperlukan sebagai aksi nyata
dari para aparatur dalam menjawab tantangan dan mengenali
kebutuhan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat.
Kepedulian aparatur dalam menjadikan kebutuhan masyarakat
sebagai hal yang prioritas, dapat ditunjukkan dengan memberikan
perhatian dan informasi yang diperlukan. Kecamatan sebagai
instansi publik dalam memberikan pelayanan dituntut selalu siap
dalam merespon kebutuhan pelayanan yang dibutuhkan
masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayah (2020)
menunjukkan bahwa kepedulian aparatur yang selalu
menempatkan kebutuhan masyarakat dalam prioritas layanannya,
akan mendorong terciptanya pelayanan publik yang berkualitas.

Hasil Penelitian Hakim, Ribawanto & Hadi (2014)
menunjukkan layanan publik harus diberikan seluas-luasnya
dengan di distribusikan secara merata kepada masyarakat tanpa
harus membedakan kedudukan. Pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat tidak melihat dari sisi latar belakang, golongan,
agama, status ekonomi, namun diperlakukan sama sesuai
ketentuan yang berlaku. Penyelenggaraan pelayanan juga perlu
menekankan pada aspek keterbukaan, dimana informasi layanan
yang disediakan wajib diinformasikan kepada masyarakat agar
mudah diketahui dan dipahami. Kegiatan sosialisasi yang
dilakukan oleh pihak kecamatan dengan melibatkan masyarakat
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dan penyebaran informasi melalui pengumuman menunjukkan
berjalannya kondisi tersebut.

Septiani dan Siswadhi (2020) mengemukakan bahwa dari sisi
penyelenggaraan, pelayanan publik yang ada di Indonesia
dihadapkan pada kelemahan antara lain kurang informatif, terlalu
birokratis, belum responsif, belum mampu mendengar keluhan
masyarakat, masih adanya inefisiensi. Aparatur pemerintah masih
saja menggunakan pola kerja lama yang cenderung birokratis,
terstruktur dan legalistik yang biasanya menjadi lebih kaku.
Kondisi ini tentunya perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah
Kota Batam dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan
publik yang ada di Kecamatan Galang. Pola penyelenggaraan
pelayanan administratif yang diselenggarakan agar tidak dibuat
kaku namun dapat fleksibel dengan memperhatikan hak
masyarakat dalam memperoleh pelayanan dengan sebaik-
baiknya. Keadaan geografis yang ada di wilayah Kecamatan
Galang dengan penerapan model birokrasi klasik tentunya tidak
akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam
pemenuhan kebutuhan layanan.

Penyedia pelayanan harus berkontribusi dalam menghasilkan
upaya yang lebih maksimal sebab aktivitas pelayanan
menyediakan kesempatan dalam menyelenggarakan kegiatan
yang berdampak bagi pengguna layanan. Dengan demikian,
mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan lebih baik dapat
tercapai (Jensen dan Vestergaard,2017:54). Strategi layanan yang
diberikan dengan cara jemput bola, sosialisasi dan koordinasi
menunjukkan adanya upaya dalam merespon keluhan
masyarakat. Pelayanan publik menjadi arena pertemuan
kesepakatan antara masyarakat penerima layanan dan pemerintah
selaku pemberi layanan.

Adanya ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat
senada dengan paradigma seperti yang pernah diungkapkan oleh
Denhardt & Denhardt. Kebanggaan, demokrasi dan warga negara
menjadi fokus dari New Public Service (pelayanan publik baru)
yang disampaikan oleh Denhardt & Denhardt. Paradigma ini
tidak menitikberatkan pelayanan publik pada pasar dan
pelanggan yang biasanya terjadi di swasta. Semil (2018:86)
mengemukakan, paradigma NPS meletakkan pelayanan publik
pada layanan demokrasi dan bukan layanan pelanggan. Pelayanan
publik sebagai bagian dari kepentingan masyarakat luas
merupakan perwujudan dari nilai yang telah ada atau berkembang
dalam kehidupan masyarakat. Organisasi penyelenggara
pelayanan harus bertanggungjawab terhadap masyarakat secara
keseluruhan. Bangkitnya kesadaran ini bisa jadi seiring dengan
hadirnya paradigma pelayanan publik baru (New Public Service)
seperti yang diutarakan oleh Denhardt. Salah satu pandangan
Denhardt dan Denhardt yakni meletakkan posisi the citizen
(warga negara) sebagai owner (pemilik) kedaulatan negara yang
sesungguhnya dan harus memperoleh pelayanan yang utama dari
pemerintah.

5. SIMPULAN

Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik seiring
dengan perubahan kedudukannya sebagai perangkat daerah telah
ditunjukkan oleh Kecamatan Galang dalam konteks
penyelenggaraan pelayanan administratif. Kecamatan Galang
berusaha mengartikulasi kepentingan masyarakat sekitar dengan
memperhatikan kondisi geografis yang ada. Aparatur kecamatan
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dituntut untuk mencari cara agar dapat menyediakan dan
menyalurkan layanan kepada masyarakat sesuai kebutuhan
walaupun dengan tantangan geografis. Kecamatan Galang
melakukan upaya pelayanan yang menjangkau masyarakat
khususnya yang berada di beberapa pulau dengan melakukan
koordinasi dengan pihak kelurahan, Kkerjasama dengan
pengemudi pompong, menyediakan rumah dinas di komplek
kantor kecamatan dan melakukan sosialisasi layanan yang
tersedia. Pola penyelenggaraan pelayanan administratif yang
diselenggarakan dibuat fleksibel dengan prinsip pemenuhan hak
masyarakat dalam memperoleh pelayanan dengan sebaik-
baiknya.
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1. PENDAHULUAN

Salah satu masalah utama berbagai negara termausk
Indonesia sampai saat ini ialah Korupsi. Banyak kasus korupsi
yang terjadi di institusi pemerintah Indonesia salah satunya
dalam Sekor pengadaan Barang dan Jasa, Berdasarkan data
Indonesia Procurement Watch yang ditangani oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar 70% kasus korupsi
berasal dari Pengadaan Barang/Jasa. Menurut ( Cahyadi, 2019)
Pengadaan barang/jasa yang banyak dimanfaatkan oleh
beberapa oknum dan menjadi celah praktek korupsi. pengadaan
secara konvensional atau manual menjadi celah yang selalu
dapat dimanfaatkan. menurut (Artantri et al., 2016) kurangnya
transparansi dan efisiensi menjadi kelemahan dalam pengadaan
secara konvensional, karna adanya kesempatan yang
dimanfaatkan dari pertemuan langsung antara pemerintah dan
penyedia, dari segi biaya dan waktu kurang efisien berpotensi
menimbulkan berbagai praktek penyimpangan (Sutriatmoko et
al., 2015). Praktek penyelewengan dalam sektor Pengadaan
Barang/jasa adalah masalah serius yang selalu di hadapi
Indonesia, Jumlah praktek penyelewengan tersebut dari Tahun
2016 sampai Tahun 2021 Berdasarkan data KPK Kasus Korupsi
dalam Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilihat pada Grafik
dibawah ini.
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Grafikl. Peningkatan Kasus Korupsi dalam pengadaan Barang
dan Jasa 2015-2021.

Berdasarkan data KPK diatas dapat dilihat bahwa dari Tahun
2016 terus mengalami peningkayan jumlah penyelewengan,
namun yang hanya disajikan oleh KPK hanyalah jumlah Tindak
Kejahatan dibidang Pengadaan Barang Publik bukan jumlah
orang yang melakukan tindak korupsi. Bisa dibayangkan dalam
satu tindakan berapa oknum yang terlibat. Berikut ini disajikan
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grafik Instansi yang melakukan tindakan penyelewengan.
Berdasarkan data KPK diatas dapat dilihat bahwa dari Tahun
2016 terus mengalami peningkayan jumlah penyelewengan,
namun yang hanya disajikan oleh KPK hanyalah jumlah Tindak
Kejahatan dibidang Pengadaan Barang Publik bukan jumlah
orang yang melakukan tindak korupsi. Bisa dibayangkan dalam
satu tindakan berapa oknum yang terlibat. Berikut ini disajikan
grafik Instansi yang melakukan tindakan penyelewengan.
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Gambar 2. Grafik Peningkatan Kasus Korupsi dalam pengadaan
Barang dan Jasa 2015-2021.

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa penyelewengan
tertinggidari tahun 2016 sampai Pada 2021 berada di Instansi
Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Kabupaten/Pemrintah
Kota. Hal ini tentu selaras dengan diberlakukannya
desentralisasi disetiap daerah. Bersamaandengan hal itu, maka
Pengadaan barang dan jasa publik diserahkan kepada masing-
masing daerah, untuk itu tindak penyelewengan semakin mudah
dioperasikan karna adanya hubungan diantara masing-masing
penyelenggara.Praktek Penyimpangan tersebut menyebabkan
pemerosotan dan kerugian pada proses pelayanan publik
sehingga harus dilakukan langkah preventif untuk meminimalisi
bahkan menghilangkan berbagai kecurangan. Salah satu cara
untuk  mencegah praktek Korupsi sebagai tindakan
penyelewengan yang berdampak kerugian besar bagi pemerintah
dan masyarakat ialah penggunaan/pemanfaatan Teknologi
Informasi dan komunikasi (TI1K).

Kemajuan  Informasi ~ Komunikasi ~ Teknologi
disepakati menjadi salah satu solusi dari kecurangan dan
kerumitan dalam kasus pelayanan publik termasuk dalam
pengadaan barang/jasa publik sehingga implementasinya dapat
dilakukan sebagaimana mestinya. Pengadaan Barang dan Jasa
dengan bantuan TIK dikenal dengan istilah E-Procuremnet. E-
procurement dapat diartikan sebuah aplikasi berbasis website
dalam pengadaan barang dan jasa (Arsyad et al., 2016). Dalam
aplikasi e-procurement ini dimunculkan seluruh proses lelang
mulai dari pegumuman, mengajukan penawaran, seleksi, sampai
pada pengumuman pemenang pelelangan secara online melalui
laman LPSE.

Pemerintahan di negara-negara maju sudah lebih awal
memanfaatkan kecanggihan teknologi dan informasi untuk
mencari solusi dan meminimalisir kesalahan dan kecurangan
yang terjadi dari masalah yang di hadapi (Anderson et al., 2018),
meskipun Pemerintahan disetiap negara mempunyai masalah
dan kesulitan yang berbeda. Pada 30 September 2020 Korea
telah lebih dulu meluncurkan Sistem pengadaan secara
Elektronik di pemerintah pusat negara tersebut. Pada Tahun
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2003 Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengakui Korea
sebagai Praktek Administrasi Publik terbaik. Pemerintah Korea
memperkenalkan Government E-Procuremnet Systems (GEPS),
sebagai instrumen GePS meningkatkan layanan pengadaan
dengan mengurangi dokumen dan birokrasi, memperluas
jangkauan pemilihan komoditas, dan menstandarkan layanan.
GEPS juga merupakan situs portal yang menyediakan informasi
tentang pengadaan publik dan juga penyedia layanan aplikasi
pengadaan publik. Dukungan seluruh pemerintah, termasuk
president sangat berperan penting dalam mengaplikasikan GEPS
di korea selatan (Kim, 2019).

Tulisan ini penting dikaji terutama bagi Indonesia
untuk mengurangi kecurangan dalam pengadaan barang/jasa. Di
Indonesia E-Procuremnet mulai diperkenalkan pada Tahun
2008, pemerintah Indonesia memperkenalkan INAPROC sebuah
website resmi untuk mengirimkan pengadaan barang/jasa secara
elektronik. Sampai saat ini hanya sebagian kecil penelitian
Indonesia telah dilakukan tentang pengadaan barang/jasa secara
elektronik. (Wibowo et al.,, 2018) menemukan bahwa
implementasi e-procurement di Kota Yogyakarta pada tahun
2009 terlihat tetapi tidak akuntabel. (Nugroho et al., 2021)
bahwa dalam implementasi pengadaan secara Electronik terjadi
perbedaan pemahaman/persepsi antara penyedia barang/jasa
(Tender) sebagai pihak swasta dan Pemerintah sebagai Panitia.
Pernyataan lain disampaikan (Nani & Ali, 2020) dalam
penelitiannya, menemukan bahwa dalam membuat keputusan
pengadaan, manajer pengadaan sering mendapat intimidasi dari
para politisi, dan tanpa adanya mekanisme kontrol yang efektif,
para pejabat cenderung melibatkan beberapa preferensi pribadi,
yang berasal dari minat utama mereka, prospek Karier, kontak
sosial, hadiah uang, atau sekadar keengganan untuk berusaha.

Berbagai literatur diatas tidak membahas strategi e-
procurement yang berfokus pada pengadaan operasional dan
tidak membahas pengambilan keputusan pengadaan strategis.
Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa korupsi dalam hal
pengadaan barang dan jasa di Indonesia dimulai dari
perencanaan melalui aktuasi yang dilakukan oleh politisi apalagi
sistem desentralisasi memberikan kuasa pada daerah untuk
melakukan penyelenggaraan di masing-masing daerah.Meskipun
e-procurement telah dilakukan tetap memiliki peluang untuk
korupsi dalam proses perencanaan. Untuk itu Tulisan ini
bertujuan untuk melihat atau meninjau kembali manajemen,
perancanaan strategis pada E-Procurement, yang akan berfokus
pada kebijakan /peraturan, kelembagaan/organisasi sistem
pengadaan barang/jasa elektronik di Indonesia. Keberhasilan
negara maju dalam memanfaatkan TIK, dukungan pemerintah
dan Infrastruktur dalam berbagai sektor seperti Korea dapat
menjadi contoh bagi Indonesia.

2. LITERATUR REVIEW

Pengadaan barang/jasa untuk kegiatan negara pada
dasarnya adalah untuk mendapatkan nilai terbaik atas dana yang
sebagian berasal dari masyarakat (Bodunrin, 2016). Pengadaan
barang /jasa merupakan kegiatan penting dalam pembangunan
untuk meningkatkan layanan publik dan pembangunan ekonomi
(Salim et al., 2016), ULP (Unit Layanan Pengadaan) sebagai
perpanjang tangan dari LKPP harus dapat
mempertanggungjawabkan pengadaan barang/ jasa dalam aspek
administrasi, teknis,dan keuangan (Majampoh et al., 2018).
Keberhasilan implementasi e-procurement dapat di ukur dan
dilihat dari kualitas informasi (hidayat, 2015) kualitas sistem
(karim & lasena, 2017) kualitas layanan (novitaningrum, 2014),
penggunaan  sistem,(muhtar, 2015). Fasilitas teknologi
komunikasi dan informasi dala e-procurement yang meliputi
budgeting, tedering dan pelelangan umum secara elektronik
yang diselenggarakan oleh (Layanan Pengadaan Secara
Elektronik) LPSE (hazelkorn & gibson, 2019; jasa, 2016;
volume, 2019).
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E-Procurement sector publik mempunyai kesamaan
dengan system swasta (Andriana, 2021) pertama mencoba
menemukan barang/jasa yang dibutuhkan dengan harga murah
dan dapat di terima dalam kata lain spesifikasi dan kualitasnya
dapat diterima publik. Namun, pada prakteknya terdapat
perbedaan tingkat kesulitan pengadaan barang publik / jasa
publik lebih rumit dibandingkan dengan swasta (Chen et al.,
2021)Bash, 2015) dengan memanfaatkan internet dan jaringan
(Lita Juniani Majampoh et al., 2018) melalui sistem ini proses
pengadaan barang / jasa akan dilakukan secara online untuk
perbaikan transparansi dan akuntabilitas (Goleman, Daniel;
Boyatzis, Richard; Mckee, 2019)

E-procurement sebagai inovasi dalam pengadaan
barang/jasa (Mulai tahap proses perencanaan, pelaksanaan
hingga penyelesaian akhir) berupaya untuk mencegah
penyelewengan dan praktek KKN pada pengadaan barang/jasa
(Sularso & Astogini, 2015). koordinasi lintas sektoral antara
pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum diperlukan
untuk mendukung peran e-procurement dalam upaya
meminimalisir praktek korupsi pada pengadaan barang/jasa,
(Artantri et al., 2016) Implementasi e-procurement ialah salah
satu opsi yang memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan
tata kelola dalam pengadaan barang, pekerjaan dan layanan
untuk sektor publik.

Menurut (Shakya, 2015) tata kelola dalam pengadaan
barang/jasa publik yang dimaksud ialah mengalokasikan,
akuntabilitas, komunikasi, standard dan praktek utama, dan
tanggung jawab institusional untuk pengadaan publik (Udoyono
et al., 2016) Dengan adanya e-procurement di setiap website
pemerintah (Trimurni et al., 2015) maka pemerintah telah
menerapkan Kketerbukaan informasi yang bersifat transparansi,
mengingat transparansi penting dilakukan agar masyarakat dapat
dengan mudah mengakses perubahan yang terjadi (Binti lda
Umaya, 2017) Dalam (Hidayat, 2015) meskipun kecanggihan
teknologi dan informasi juga telah dimanfaatkan dan diterapkan
dalam sektor pengadaan barang dan jasa publik namun, dalam
pemanfaatan ICT tidak menutup kemungkinan praktek
kecurangan masih mendapat celah. Format rancangan
pengembangan melalui IT yang diadopsi pemerintah dalam
pengadaan barang / jasa publik merupakan salah satu upaya
menetapkan tujuan yang efektif dan efisisen (Nathan & Scobell,
2012) sehingga pemerintah  menggunakan  pendekatan
kelembagaan untuk memeriksa unsur-unsur  pengadaan
barang/jasa publik dan pendekatan sistem untuk memeriksa
barang/jasa yang muncul (Hazelkorn & Gibson, 2019)

Literatur yang membahas tentang penerapan barang /
jasa public secara elektronik (e-procurement), termasuk
didalamnya implementasi e-procurement pada LPSE (bash,
2015; perubahan et al., 2016; purwanto, mulyadi, & anwar,
2017), peran actor-aktor dan pengaruh politic local yang terlibat
didalmya baik swasta dan pemerintah(Nurmandi, 2017), factor
yang mempengaruhi  implementasi  pengadaan  secara
konvensional dan elektronik(Setyadiharja et al., 2017), ke-
efektifan dan ke-efisisensian program, pengaruh dan dampak
terhadap penghematan APBN/APBD (Mwangi & Kagiri, 2016),
penerapan sistem e-procurement dan transaksi (e-catalogue,-e
tendering.e-pursaching)(lskandar, 2016)

(Artantri et al.,, 2016) dalam pengadaan secara
konvensional kecurangan, kejahatan seperti korupsi dalam
organisasi adalah praktek yang sering menjadi masalah besar
bagi organisasi baik di lingkungan pemerintah dan bahkan non
pemerintah, permainan ini lumrah terjadi dalam pengadaan
barang dan jasa pemerintah, tanpa permainan uang proyek akan
sulit didapatkan (perubahan et al., 2016). Pemerintah
mengeluarkan sejumlah uang dalam skala besar untuk
menyesuaikan prosedur atau aturan yang digunakan bermitra
dengan swasta (Wijayanti & Subowo, 2016). Pengadaan
barang/jasa secara e-procurement ialah implikasi untuk
mencegah fraud (kecurangan) (Salim et al., 2016) guna
menegaskan peran penting e-procurement sebagai inovasi dalam
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koordinasi lintas sektoral antara pemerintah daerah dengan
aparat penegak hukum diperlukan untuk mendukung e-
procurement (Sularso & Astogini, 2015)

Hal ini sejalan dengan yang disampiakan (Melani,
2020) bahwa dalam pengadaan barang publik yang mengatur
tentang pembelian barang memiliki nilai ekonomi yang tinggi,
hal ini di karenakan sistem pengadaan barang/jasa publik
merupakan program pengadaan secara berkelanjutan oleh
pemerintah  yang  bertujuan  mencapai  keseimbangan
pembangunan (ekonomi sosial dan lingkungan) (Udoyono,
2015) sehingga di Eropa total pengeluaran untuk pengadaan
barang publik berkisar dari €2400 Miliar. Nurmandi (2017)
pengadaan secara e-procurement dipengaruhi oleh proses politik
, sebagai aktor didalam e-procurement hubungan swasta, politisi
dan pemerintah sudah mempersiapkan aturan sendiri mengingat
dari masing-masing ini mempunyai tugas, fungsi juga
kepentingan yang berbeda, (goleman, daniel; boyatzis, Richard;
Mckee, 2019) menuliskan sebab itulah e-procurement sendiri
tidak lepas dari pengaruh keadaan politik di setiap daerah
(politik local), sebab anggaran lokal (APBD) banyak
dikendalikam oleh kekuatan politik.

Adanya Kkepentingan dari pihak masing-masing
menjadi salah satu faktor permasalahan dalam implementasi
kebijakan secara elektronik di lingkungan instansi pusat/daerah,
bumn/bumd, dan tempat pelayanan publik (yuwinanto, 2013)
seperti yang di sampaikan (hidayat, 2015) dalam pelaksanaan e-
procurement praktek mark-up adalah salah satu kegiatan yang
sering terjadi yaitu berkurangnya jumlah barang di setiap
daerah, jumlah barang dapat berkurang dan kuantitasnya tidak
sesuai.

Peran penting e-procurement juga sebagai upaya
untuk mencegah fraud pada pengadaan barang/jasa (Bruce,
2013) koordinasi lintas sektoral antara pemerintah daerah
dengan aparat penegak hukum diperlukan untuk mendukung
peran e-procurement dalam upaya pencegahan fraud pada
pengadaan barang/jasa (Artantri Et Al., 2016). Permasalahan
dalam implementasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah
adalah penyusunan perencanaan pengadaan barang/jasa kurang
dilakukan dengan cermat dan tidak sesuai kebutuhan (prasojo &
kurniawan, 2015), pengadaan barang/jasa bukan pengadaan
yang mengada-ada tetapi harus direncanakan dengan matang
dan perencanaan pengadaan secara umum  mengenai
permasalahan pengiriman barang atau penyelesaian pekerjaan
oleh penyedia barang/jasa tidak tepat waktu tidak dianggarkan
biaya pendukung khususnya honorarium personel organisasi
pengadaan (sutriatmoko, satibi, & puspandari, 2015), masih
ditemukan adanya indikasi mark-up dan masih adanya
pengurangan kuantitas barang (mahendra, santosa, & haryanto,
2019)  kelemahan  s-procurement  meliputi  regulasi
(Novitaningrum, 2014), Prinsip dalam pengadaan barang dan
jasa(Ansah & Normanyo, 2017),pengawasan serta tidak lain saat
implementasi (Setyadiharja & nurmandi, 2014)

Sejalan dengan itu dalam (wijaya 2013; udoyono et
al., 2016) menyebutkan bahwa pencegahan kecurangan dala
implementasi e-procurement dapat dilihat dari dua dimensi,
yang pertama fisibilitas yang menyangkut regulatif,
teknokratis,administratif ~politik,dan kebutuhan masyarakat.
Dimensi yang kedua dimensi akuntabilitas meliputi regulatif
politik dan  keuangan.Faktor-faktor  pendukung dalam
menerapkan e-procurement dalam sistem pengadaan barang dan
jasa diantaranya:

1. Komitmen dan konsistensi yang tinggi dari
pimpinan daerah dalam menerapkan program-

program inovatif (bruce, 2013).

2. Dukungan sumberdaya manusia yang berkualitas

(hidayat, 2015).

3. Dasar hukum yang kuat (yuwinanto, 2013).
4. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung

(suryani, n.d.,2015) .
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3. METODOLOGI

Tulisan ini menggunakan Metode Narratif Kualitatif
dengan pendekatan studi literatur. Metode penelitian kualitatif
ini merupakan metode yang digunakan untuk mengexplorasi dan
memahami suatu gejala sentral (Raco, 2018). Tulisan ini
menarik untuk dikaji karena keberhasilan suatu daerah
berhubungan dengan kepemimpinan kepala daerahnya. Data
yang digunakan dalam tulisan ini bersumber dari data sekunder.
Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber-
sumber lain yang dapat berupa bacaan atau literatur dan
berbagai sumber data lainnya (Raco, 2018), data sekunder dalam
tulisan ini bersumber dari publikasi Jurnal-Jurnal dan Study
serta naskah-naskah lainnya yang berhubungan dengan tulisan
ini dan media online. Tahapan menyeleksi literatur Review
diawali dari proses menyeleksi artikel dan memahami seluruh
artikel terkait yang mempunyai pokok bahasan yang sama.
Setelahnya dilakukan pemisahan bahasan dengan mengambil
benang merah yang kemudian dikembangkan menjadi bagian
baru.

Data dinalisis menggunakan langkah atau model
analisis oleh Miles and Huberman yaitu model Triangulasi.
Dalam study (Sari & Asmendri, 2018) tulisan studi pustaka
dapat dianalisi dengan model analisi triangulasi. dalam
Sugiyono, 2005:91) yaitu Reduksi Data, merangkum, memilih
hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting
yang diperoleh dari study pustaka, data tersebut dirangkum, dan
diseleksi sehingga akan memberikan gambaran yang jelas.
Selanjutnya Penyajian Data, penyajian data dilakukan dengan
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan
sejenisnya. Namun, dalam tulisan ini penyajian dilakukan dalam
bentuk teks naratif. Tahap terakhir ialah penarikan kesimpulan
dan verifikasi maka dilakukan pencarian konklusi atau
penarikan kesimpulan dari data yang telah tulis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan dan Lembaga E-Procurement di Indonesia

E-Procurement sesungguhnya merupakan bagian E-
Government. Istilah E-Government mulai diperkenalkan melalui
Instruksi Presiden No 6 Tahun 2001 Tentang Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) membahas bahwa Kemajuan
Teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendukung praktik tata
kelola pemerintahan. E-Government sangat diperlukan di
Lembaga/Kementerian/Daerah untuk menerapkan praktik tata
kelola pemerintah yang terbuka dan dapat
dipertanggungjawabkkan,untuk memudahkan komunikasi antara
pemerintah pusat dan daerah, disamping itu pemanfaatan
teknologi mempunyai tujuan ekonomis, untuk mendorong
penghematan diberbagai aspek pelayanan publik yang banyak
mengeluarkan budget secara manual atau konvensional.

Pemanfaatan ITC dapat menjadi solusi bagi
pemerintah  untuk  memperbaiki  kualitas Kkinerja  dan
meminimalisir  kecurangan akibat dari pertemuan dan
pendekatan langsung dalam proses pengadaan sehingga prosess
juga lebih terorganisir atau terencana karena aplikasi layanan
dalam website sudah memiliki peran dan fungsi masing-masing.
Setiap penyelenggara baik instansi pusat atau daerah,BUMN tau
BUMD memiliki layanan aplikasi yang berbeda. Oleh karena itu
E-government dipercaya mampu mendukung penyelenggaraan
pemerintah berdasarkan prinsip Good Governance.

Secara umum pengadaan barang publik berbasis
website yang dikenal dengan istilah E-Procurement ditujukan
untuk memudahkan aktivitas pemerintah dalam pelayanan dan
meminimalisir kesalahan dan kecurangan yang terjadi dari
konsep pengadaan secara konvensional. Lembaga Pengadaan
secara Nasional ialah Lembaga yang bertanggungjawab atas
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Pengoperasian E-Procurement ialah Lembaga Kebijakan
Pengadaan  Publik (LKPP) adalah lembaga yang
bertanggungjawab dalam pengadaan barang/jasa publik, Kajian
(Benitha, 2019) tentang format hukum menyebutkan bahwa
berdasarkan Perpres No. 54 — 2010, bahwa Lembaga Pengadaan
Nasional (LKKP) merupakan satu-satunya lembaga non
departemen di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk
menyempurnakan dan merumuskan kebijakan pengadaan
barang/jasa pemerintah.

Kemudian LKPP membentuk Unit Layanan Publik
(ULP), ULP adalah unit organisasi pemerintah yang Akibatnya,
implementasi regulasi menjadi kurang kuat. Kedua, banyak
hukum institusi (polisi dan kejaksaan) memiliki interpretasi
yang berbeda di lapangan.Unit layanan tersebut membentuk lagi
Lembaga yang menangani membentuk Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE) disinilah beberapa proyek atau Tender
pengadaan ditampilkan dan ditawarkan kepada swasta sebagai
mitra pemerintah. Berdasarkan peraturan LKPP No 6 Tahun
2016 Tentang katalog elektronik Apliaksi e-procurement
didukung oleh beberapa bentuk komunikasi secara elektronik.
yang meliputi: E-Tendering, E-Catalogue dan E-Pursaching,
namun masing-masing pengguna atau Layanan Secara
Elektronik (LPSE) mempunyai fitur layanan dan tamplilan yang
berbeda.

Sampai saat ini telah terjadi peningkatan Jumlah E-
Procurement. Berdasarkan data INAPROC telah terjadi
peningkatan penyedia, Pada tahun 2008- 2012 jumlah penyedia
sistem meningkat dari 11 menjadi 491, dan sampai saat ini 2022
jumlah penyedia berjumlah 1.169 penyedia. Pada Tahun 2012
cakupan provinsi berjumlah 33 Provinsi dan sampai saat ini
semua Pemerintahan Kota/Kabupaten, telah menyediakan
layanan ini yang disebut dengan istilah Layanan Pengadaan
Secara Electronik (LPSE) dapat dilihat pada Gambar 1.1. Tren
ini juga diikuti oleh jumlah tender yang dikeluarkan melalui E-
Procurement, dan berdasarkan Data INAPROC saat ini (2022)
total berjumlah 36.097.

Sumber: Inaproc
Gambar 1. Sebaran LPSE di Indonesia.

Setiap kebijakan tidak lepas dari peraturan atau regulasi yang
mengikatnya. Pemerintah mengatur pengadaan barang publik
secara elektronik (E-Procurement) dalam Peraturan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 7 Tahun
2018. Berdasarkan Perpres No 54 Tahun 2010 Setiap
kementerian, lembaga non kementerian, dan pemerintah daerah
dapat membentuk Layanan Pengadaan secara mandiri, Unit
yang terpisah dari unit organisasi yang membuat anggaran.
Fungsi pemisahan ini bertujuan untuk menghindari kolusi dan
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otonomi proses pengadaan. Setiap Institusi yang disebut ULP
(Unit Pelayanan Pengadaan) dibentuk berdasarkan Keputusan
Menteri atau Kepala Lembaga Non Kementerian dan Kepala
Daerah.

Pengaturan regulasi tentang Pengadaan Barang/Jasa Telah
Banyak Mengalami Pergantian, Keputusan Presiden No. 80
Tahun 2003, telah diubah sebanyak tiga kali pada tahun 2007
dan revisi akhir dilakukan pada tahun 2010, kemudian terjadi
perubahan menjadi Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018.
Beberapa perubahan mendasar dari peraturan 2007 adalah

Persiapan pengadaan barang/jasa.
Penetapan sasaran penyelenggara
Penyususn rencana kegiatan.
Penyusun jadwal pelaksanaan.
Penyusun Rancangan Anggaran.

agrwdE

Sementara itu dalam (Pradana & Nurmandi, 2019)
fase pengadaan dibagi menjadi tiga tahap yang pertama: Tahap
persiapan. Pada tahap ini mencakup beberapa kegiatan.

1. Perencanaan pengadaan barang dan jasa.

2. Pembentukan komite sistem pengadaan barang dan
jasa.

3. Penyusunan jadwal untuk pengadaan barang dan jasa
layanan.

4. Penyusunan perkiraan harga sendiri.

Kedua: penyusunan dokumen untuk pengadaan barang
dan jasa. Ketiga, Proses pengadaan. Pada tahap ini acara
tersebut yaitu:

1. Memilihan penyedia barang dan jasa.
2. Menentuan pemasok barang dan jasa
3. Menyusunan kontrak.

4. Tahap implementasi kontrak.

Namun demikian seperti banyak ditemui fenomena
peraturan presiden memiliki banyak kelemahan dalam hal
mengatur pengadaan barang dan jasa. Peraturan yang beragam
ditingkat lembaga dan pemerintahan sering menyebabkan
kebingungan, sistem pelaksanaan pengadaan barang sering
terbatas dengan anggaran terutama di daerah, kurangnya respon
atas Kkeikutsertaan massayarakat dalam proses pengadaan,
sehingga regulasi yang mengatur sering dinilai kurang kuat.
Selanjutnya lembaga hukum kepolisisan dan kejaksaan ketika
dilapanganmemiliki interpretasi yang berbeda. Lembaga hukum
kerap kali menjadi tekanan kuat dan terlibat konflik kepentingan
karena sering terllibat diluar batas Tugas Fungsi Pokoknya,
sehingga dinilai tidak mengayomi regulasi yang mengatur.
Fenomena tersebut juga dialami oleh negara lain seperti yang
disampaikan (Bhadaoria & Karande, 2020) melakukan studi
yang sama di India dan menemukan bahwa kurangnya hukum
pengadaan hukum nasional telah memungkinkan interpretasi
yang terlalu fleksibel dari kebijakan pemerintah oleh pejabat
melakukan kecurangan untuk merusak proses pengadaan publik.

Kelembagaan Dalam E-Procurement

Selanjutnya bagaimana hubungan kelembagaan dalam
E-Procurement? Mengenai hubungan antara presiden dan Badan
Pengadaan Secara Nasional (LKPP) dilembaga kementerian,
seperti yang disampaikan (Utama, 2018) mengatakan bahwa
hubungan Presiden dan lembaga tersebut berbentuk baris
perintah. Tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pengadaan
barang/jasa di K/L/D/I dilakukan oleh ULP. Manfaat penerapan
e-procurement dapat melahirkan persaingan yang sehat dan
personil yang terlibat dapat dikurangi sehingga kinerja para
aktor dapat diukur. Setiap daerah memiliki kewenangan untuk
melakukan pengadaan sendiri, dan Melihat institusi yang terlibat
dalam pengadaan, wajar jika dikatakan bahwa fragmentasi dan
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desentralisasi pengadaan kelembagaan terjadi. Berikut gambar
yang dapat menunjukkan sistem pengadaan barang Publik

Pembuat Kebijakan dan
management (pemerintah)

BN
Otorisasi dan alokasi Regulasi

L]

FUngsi sistem
Pengadlaan

Feedback

Sumber: (Pradana & Nurmandi, 2019)
Gambar 2. Sistem pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan gambar diatas pemerintah sebagai pihak yang
berwenang membuat kebijakan dan mengatur jalannya
pengadaan barang terdiri dari Eksekutif, Legislatif, yang
bertugas untuk melengkapi dan menambhakna kebijakan yang
berbentuk hukum dan prosedur barang/jasa melalui perintah
eksekutif. Pemerintah disini mempunyai otorisasi untuk
menentukan anggaran (Aloksi) dalam setiap pengadaan.
Eksekutif, Legislatif juga berperan mempertahankan kebijakan
agar prosedur dalam pengadaan dapat dijalankan sesuai regulasi,
kemudian pemerintah juga berhak memutuskan apakah dalam
pemenuhan kebutuhan barang/jasa diberikan kepada pihak
ketiga (swasta).

Selanjutnya dalam pengadaan dibutuhkan Regulasi
yang kuat hal ini sejalan dengan penyampaian (Sompotan et al.,
2021) dalam sistem E-Procurement regulasi yang kuat bertujuan
untuk meminimalisir kekuasaan yang melampaui batas wajar.
Regulasi ini juga untuk mengatur kebijakan dan manajemen
oleh pemerintah. Dalam sistem pengadaan pemerintah berkuasa
untuk memutuskan apakah sistem pengadaan diberikan kepada
pihak ketiga atau tidak namun sesuai dengan regulasi yang
mengatur, semua kegiatan dalamsistem pengadaan saling
berkaitan satu sama lain, sehingga keberhasilan dalam sistem
pengadaan juga di tentukan oleh Umpan balik dari masing-
masing pihak yang teribat. Pengaturan kelembagaan dapat
dimanfaatkan positif dan negatif, positifnya kelembagaan dapat
diatur sedemikian rupa untuk membatasi peluang korupsi, dan
sebaliknya negatifnya kelembagaan dapat membuka peluang
terjadinya penyelewengandengan diuntungkannya beberapa
pihak.

Berbagai kasus ditemukan di beberapa pemerintah
daerah bahwa banyak barang dan jasa panitia pengadaan
mengundurkan diri dari posisi mereka karena seringnya konflik
kepentingan dan tekanan kuat dari lingkungan internal dan
eksternal di proses pengadaan, seperti baru-baru ini Kasus
Bupati Langkat ydan pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang
dipanggil KPK (Kompas.com,2 Februari 2022), Ketua DPRD
Kota Bekasi dipanggil KPK terkait Gratifikasi dalam Pengadaan
Barang Publik (Merdeka.com 9 Februari 2022). Di Indonesia
jumlah dan jenis pemangku kepentingan menjadi lebih
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kompleks sebagai akibat dari struktur pemerintahannya yang
terdesentralisasi. Menurut (Christia & Ispriyarso, 2019)
pendekatan desentralisasi seharusnya dapat mempertahankan
fleksibilitas dan otoritas kepala daerah, seperti memberikan
arahan yang cukup tentang tujuan yang akan dicapai bersama,
dan memaksimalkan keuntungan dari keseluruhan pihak yang
terlibat didaerah.

Merujuk dari pernyataan tersebut disinilah pentingnya
peran kepemimpinan dalam pengadaan secara -elektronik.
Kepemimpinan adalah faktor kunci yang mendukung
pelaksanaan sistem pengadaan secara elektronik dan akibatnya
menawarkan langkah preventif dan yang hati-hati tentang
kegiatan/program pengadaan.dalam pelaksanaan pengadaan
barang publik, pemerintah tidak lepas dari pihak swasta sebagai
partner disinilah kepala daerah bisa memainkan peran
kepemimpinannya dengan leluasa. berdasarkan penerapan
sejumlah kota atau kementerian, instansi,yang menerapkan
system tersebut memiliki tujuan dan maksud yang sama dalam
upaya pelayanan berbasis Web, disamping menciptakan
persaingan yang sehat dan menghemat biaya. interaksi
pemerintah sebagai paniti sekaligus pengguna dan swasta
sebagai pelaku bisnis dan penyedia dapat di gambarkan seperti
dibawah ini

Penyedia

(Swasta)

Gambar 3. Interaksi aktor dalamE-procurement

Pihak swasta sebagai pelaku bisnis dan penyedia dalam
implementasinya dan masing-masing mempunyai peran dan
urutan proses dalam penerapannya namun selalu saling
berkaitan meskipun ada hubungan secara langsung dan tidak
langsung dalam proses pengadaan dengan aplikasi, dan tidak
langsung karna tidak ada interaksi langsung/pertemuan antara
pemerintah/instansi dengan pelaku usaha.

5. SIMPULAN

Istilah E-Government yang diperkenalkan melalui
Inpres No. 6 Tahun 2001 tentang Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) ITC dapat menjadi solusi bagi pemerintah
untuk meningkatkan kualitas kinerja dan meminimalisir
kecurangan akibat pertemuan dan pendekatan langsung di proses
pengadaan Barang Publik. Peraturan Presiden memiliki banyak
kelemahan dalam mengatur pengadaan barang dan jasa.
Berbagai regulasi di tingkat institusi dan pemerintahan
seringkali  menimbulkan  kerancuan. Sistem pengadaan
seringkali terkendala anggaran, terutama di daerah. Penafsiran
yang terlalu fleksibel atas kebijakan pemerintah oleh pejabat
yang melakukan penipuan dapat merusak proses pengadaan
publik.

Penerapan  e-procurement dapat  menimbulkan
persaingan yang sehat dan personel yang terlibat sehingga
kinerja para pelaku dapat diukur. Setiap daerah memiliki tugas
untuk melakukan pengadaannya sendiri-sendiri, dan melihat
institusi yang terlibat dalam pengadaan, dapat dikatakan bahwa
terjadi fragmentasi pengadaan dan desentralisasi. Dalam
pengadaan, pemerintah memiliki kekuasaan untuk memutuskan
apakah sistem pengadaan diberikan kepada pihak ketiga atau
tidak. Penataan kelembagaan dapat dimanfaatkan secara positif
dan negatif, kelembagaan positif dapat diatur sedemikian rupa
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untuk membatasi potensi korupsi. Di sisi lain, institusi negatif
dapat membuka peluang terjadinya kecurangan.

Keberadaan kebijakan/ regulasi e-procurement pemerintah tidak
menjamin terlaksanaya pengadaan barang/jasa sebagaimana
mestinya, hal tersebut dibuktikn dengan tingakat korupsi. Untuk
memperkuat kelembagaan  pemerintah pusat harus saling
mendukung dengan pemerintah daerah, dan memberi batasan
hubungan atau kedekatan dengan pihak ketiga sebagai penyedia
barang yaitu swasta.
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terorganisir. Kejahatan lintas negar yang terorganisir menjadi

1. PENDAHULUAN

Narkoba merupakan salah satu bentuk zat adiktif yang
memiliki efek apabila digunakan secara berlebihan (Mintawati
& Budiman, 2021). Efek yang ditimbulkan dari penggunaan
narkoba yang berlebihan dapat berupa halusinasi, penurunan
kesadaran, dan peningkatan daya rangsang (Hariyanto, 2018).
Narkoba menjadi zat yang sangat berbahaya sebab penggunaan
yang tidak dilakukan sesuai dengan aturan serta disalahgunakan
dalam penggunaanya. Narkoba dalam bidang kesehatan dapat
memiliki manfaat, namun dalam penggunaanya tidak dilakukan
secara sembarangan.

Narkoba menjadi permasalahan penting bagi suatu
negara. Kejahatan narkoba menjadi permasalahan global serta
kejahatan lintas negara atau disebut dengan transnational crime
(Sarlin et al., 2022). Sebab kejahatan narkoba berkaitan dengan
organisasi-organisasi lintas negara yang dilakukan secara
Andrean Utama Putra

ancaman terhadap ketahanan serta keamanan suatu negara.
Melalui narkoba, generasi suatu negara dapat dirusak secara
karakter dan mental (Eleanora, 2022). Kejahatan yang telah
terorganisir melalui pengedaran narkoba tentunya di dukung
dengan dana yang besar serta sumber daya manusia (SDM) yang
professional dan teknologi yang canggih (Rachmawati, 2016).
Sehingga sangat sulit untuk memberantas tuntas pengedar
narkoba. Sebab narkoba menjadi salah satu bisnis yang memiliki
keuntungan yang besar sehingga menyeret kepentingan politik,
sosial, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan suatu negara
(Hadiyanto, 2018).

Di Indonesia, kasus pengedaran dan penyalahgunaan
narkoba menjadi permasalahan penting. Berbagai upaya
dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menganggulangi
permasalahan terhadap pengedaran dan penyalahgunaan
narkoba. Adapun upaya yang dilakukan meliputi upaya
preventif dan upaya kuratif untuk penanggulangan permasalahan
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terhadap pengedaran dan penyalahgunaan narkoba. Upaya
perventif yang di maksudkan adalah tindakan yang dilakukan
untuk mengantisipasi (Priyono et al., 2018). Sedangkan upaya
kuratif merupakan upaya untuk mengatasi penyimpangan
sosial(Sonjaya, 2020). Namun, berbagai upaya yang dilakukan
oleh pemerintah belum maksimal diterapkan, meningat
penyalahgunaan terhadap narkoba yang semakin meningkat tiap
tahunnya.
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Sumber: (Mintawati & Budiman, 2021)
Gambar 1. pengguna Narkotika di Indonesia tahun 2016-2020

Gambar 1 menunjukkan jumlah pengguna narkotika di
Indonesia selama lima tahun terakhir mengalami penurunan.
Narkotika merupakan suatu zat atau obat yang memberikan efek
terhadap penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.
Narkotika merupakan salah satu zat adiktif yang tergolong
dalam narkoba (Yunita Mustika, 2019). Meskipun jumlah
pengguna narkotika pada tahun 2016-2020 mengalami
penurunan pada tahun 2019 dan 2020, namun jumlah penggua
narkoba secara keseluruhan mengalami peningkatan dalam
kurun waktu tiga tahun terakhir dengan jumlah 5637 tersangka
kasus narkoba dan 22224 pasien penyalahgunaan
narkoba(Sarlin et al., 2022). Selain itu, pengguna narkoba
diindikasi paling banyak dilakukan oleh remaja, dan orang
dewasa, tidak hanya kalangan selebritis bahkan Aparatur Sipil
Negara (ASN), TNI, dan POLRI bahkan terlibat (Prayuda &
Warsito, 2019).

Pengguna narkoba di Indonesia mengalami
peningkatan sebesar 0,03% pada tahun 2019(Putra & Harmiati,
2021). Sedangkan jumlah narkoba pada kalangan remaja juga
mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 27% yang di
dominasi oleh pelajar dan mahasiswa pada peningkatan tahun
2020. Di sisi lain, Badan Narkotika Provinsi Kepulauan Riau
menyebutkan bahwasannya pada tahun 2020 pengguna narkoba
di Kepulauan Riau mencai 26.000 pengguna, dengan 52%
pengguna merupakan kalangan remaja (BNN,2021). Sedangkan
48% lainnya pengguna narkoba di Provinsi Kepulauan Riau
yaitu pekerja atau masyarakat umum. Sedangkan di Kota Batam
pengguna narkobas sebesar 22.827 pelajar menggunakan
narkoba (BNN,2021).

Penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai bentuk
mengidentifikasi jalur merah peredaran narkoba di Kota Batam.
Hal ini ditunjukkan berdasarkan data penyalahgunaan narkoba
yang terjadi semakin meningkat. Tingginya pengguna narkoba
di Kota Batam hampir 70% menjadi penghuni lembaga
permasyarakatan Kelas 1l A Batam(Priyono et al., 2018).
Tingginya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja menjadi
permasalahan yang perlu ditangani secara serius. Berbagai
faktor penyebab mudahnya pengedaran narkoba di Indonesia
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melalui Kota Batam yang berbatasan langsung dengan negara
Singapura dan Malaysia (Rafqi et al., 2020). Adapun beberapa
hal yang memudahkan kontrol batasan Indonesia dan Malaysia
sehingga memberikan jalur tanpa hambatan bagi para pengedar
narkoba disebabkan karena minimnya peralatan pengamatan dan
kurangnya alat deteksi dini(Sonjaya, 2020). Sehingga orang
yang dicurigai sebagai pengedar narkoba serta modus yang
canggih para pengedar narkoba tidak memiliki hambatan dalam
melakukan penyelundupan narkoba ke Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas terkait
dengan isu narkoba di Indonesia. Penulis mengkategorikan
penelitian terdahulu menjadi tiga kategori diantaraya(Firdaus,
2020.; Putra & Harmiati, 2021; Sarlin et al., 2022; Sonjaya,
2020); 1) Penelitian yang membahas terkait dengan upaya
penyembuhan pecandu narkoba dengan berbagai pendekatan; 2)
Penelitian yang membahas terkait dengan pencegahan
penyalahgunaan narkoba; 3) Penelitian yang membahas terkait
dengan pintu masuk narkoba. Namun, penelitian terdahulu yang
telah penulis klasifikasikan belum membahas terkait dengan
identifikasi ~ jalur  peredaran  narkoba serta  strategi
penanggulanggan yang dilakukan di Kota Batam, sehingga hal
ini menjadi kebaruan penelitian ini.

Berdasarkan pada latar belakang masalah
yang telah diuraikan, Kota Batam dijadikan sebagai kota
peredaran narkoba oleh bandar dan pengedar narkoba baik dari
jaringan internasional maupun jaringan nasional. Sehingga
penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jalur merah
peredaran narkoba di Kota Batam serta strategi
penanggulangannya. Adapun manfaat dilakukannya penelitian
ini sebagai bahan literatur terkait dengan masalah narkoba di
Kota Batam yang masih sangat terbatas dan dapat dijadikan
sebagai bahan kajian serta bahan pertimbangan untuk
menanggulangi peredaran narkoba di Kota Batam

2. METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif
kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif dilakukan dalam
penelitian ini untuk menganalisa permasalah penelitian secara
mendalam terkait dengar jalur peredaran narkoba. Sehingga
pencarian data serta analisa kualitatif diskriptif mampu untuk
menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini dilakukan
selama 2 bulan yaitu pada bulan November sampai bulan
desember 2019 di Kota Batam. Sumber data penelitian ini
menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui teknik
pengumpulan data yang dilakukan dengandengan metode
wawancara, observasi, dan dokumentasi(Rijali, 2019).

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif
dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisa permasalah
penelitian secara mendalam(Darmalaksana, 2020). Alasan
digunakannya metode penelitian kualitatif deskriptif dalam
penelitian ini untuk menganalisis permasalahan narkoba dengan
mengidentifikasi  jalur peredaran narkoba dan strategi
penanggulangannya. Sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu sumber data primer dengan teknik
pengumpulan data melalui wawancara dan observasi.
Wawancara dilakukan dengan informan yang telah memenuhi
kritertia yang diingikan penulis yang ditentukan melalui teknik
purposive sampling.

Peneliti melakukan wawancara dengan informan yang
telah di tentukan meliputi, berbagai institusi yaitu BNN
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Kepulauan Riau, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Lembaga
Pemasyarakatan Kelas Il A Batam dan Panti Rehabilitasi yang
ada di Batam agar informasi dan data yang didapatkan lebih
valid dan reliabel. Sedangkan observasi dilakukan dengan
mengatasi proses yang terjadi secara langsung tempat yang di
duga berkaitan dengan permasalahan penelitian diantaranya
Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il A Batam, Pelabuhan-
Pelabuhan di Batam, dan Panti Rehabilitasi Narkoba di Batam.
selain itu penelitian ini di dukung dengan data sekunder berupa
artikel jurnal nasional sejumlah 25 artikel dengan rentang waktu
2017-2021 yang berkaitan dengan variabel penelitian, dokumen
dan laporan resmi pemerintan. Setelah data terkumpul, analisa
data digunakan dalam penelitian ini menggunakan model
interaktif untuk menguji validitas data dengan membandingkan
hasil penelitian dari satu sumber dengan sumber lainnya(Raco,
2018). Sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat
dipertanggungjawabkan validitas data yang digunakan dalam
penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jalur Merah Kota Batam Sebagai Kota Tujuan Peredaran
Narkoba

Narkoba menjadi permasalahan serius yang di hadapi
oeh negara Indonesia. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia
yang semakin meningkat, serta beberapa kasus penyelundupan
narkoba yang marak terjadi di Kota Batam menjadi alasan
pentingnya penelitian ini dilakukan. Pada tahun 2019, jumlah
kasus penyelundupan narkoba sekitar 37% sedangkan di tahun
2020 mengalami peningkatan menjadi 43% kasus(Priyono et al.,
2018). Hal ini membuktikan bahwasannya kasus penyelundupan
yang terjadi di Kota Batam sangat massif. Kota Batam
Kepulauan Riau menjadi tempat tujuan bagi pengedar narkoba
baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Penulis
mengidentifikasi adanya faktor-faktor yang menyebabkan jalur
perdagangan dan penyelundupan narkoba di Kota Batam.

Pertama, faktor utama penyelundupan narkoba sangat
massif terjadi sebab pengguna narkoba di Indonesia sangat
tinggi. Pengguna narkoba di Indonesia mengalami peningkatan
setiap tahunnya hingga mencapai 16 ribu penggunanya yang
diantaranya merupakan kalangan remaja dan mahasiswa (Sarlin
et al., 2022). Tingginya jumlah pengguna narkoba tentunya
memberikan peluang besar dalam bisnis narkoba. Keuntungan
yang diperoleh melalui bisnis narkoba, apabila di rata-rata setiap
orang menghabiskan senilai Rp.500.000,- serta dikalikan dalam
satu bulan dengan jumlah pengguna narkoba sebanyak 4 juta
orang maka uang yang akan dihasilkan melalui transaksi
narkoba dalam satu bulan dapat mencapai 2 triliun (Firdaus,
2020). Besarnya nilai transaksi narkoba membuat peredaran
narkoba menjadi bisnis yang menguntungkan sehingga semakin
massif dilakukan. Selain faktor utama bahwa pengguna narkoba
yang tinggi, tentunya terdapat faktor lainnya yang mendukung
terbukanya jalur peredaran narkoba di Kota Batam.

Faktor kedua, gaya hidup yang negative dapat
mempengaruhi jumlah pengguna narkoba yang terjadi di
Indonesia. Gaya hidup masyarakat Indonesia yang sebagian
besar bersifat konsumtif serta gaya hidup yang negative dapat
menjadi pengaruh terhadap penggunaan narkoba(Sonjaya,
2020). Hal ini seringkali terjadi pada remaja di Indonesia yang
mudah terpengaruh dengan gaya hidup negative. Remaja mudah
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terpengaruh terhadap pengedar narkoba. Melalui berbagai upaya
melalui gaya hidup dapat mempengaruhi seseorang untuk
menggunakan narkoba. Perusakan karakter melalui budaya-
budaya luar dan budaya yang bebas mempengaruhi gaya hidup
yang negative (Eleanora, 2022).

Faktor ketiga, letak geografis yang strategis. Kota
Batam, Kepulauan Riau memiliki letak geografis yang strategis.
Secara geografis, Kota Batam merupakan salah satu kota di
Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara
Singapura dan Negara Malaysia (Rafgi et al., 2020). Letak
strategis secara geografis ini menjadikan peluang bagi pengedar
narkoba dengan mudah memasuki Indonesia. Terlebih lagi,
secara geografis bersifat kepulauan sehingga mempengaruhi
akses pengedaran narkoba. Di sisi lain, kota Batam merupakan
kota Industri yang tinggi produksi mempengaruhi ramainya jalur
perdagangan dan industri di Kota Batam(Nur Ayuni, 2019).
Sehingga, penyelundupan narkoba melalui jalur perdangangan
dan industri dapat terjadi. Pengedar narkoba dapat
memanfaatkan letak geografis yang strategis ini dengan situai
dan kondisi Kota Batam sebagai kota industri melalui jalur
Pelabuhan, Bandara, serta jalur-jalur kecil yang tidak
mendapatkan perhatian oleh petugas keamanan(Arrazi, 2022).
Selain itu, daerah perbatasan sangat minim terhadap
pengawasan serta keamanan. Sehingga memberikan kesempatan
dan peluang besar terhadap pengedar dan bandar narkoba untuk
memasuki kawasan Kota Batam.

Faktor keempat, sanksi hukum yang tidak
menimbulkan efek jera. Meskipun di dalam undang-undang
narkotika telah menjelaskan sanksi terhadap pengedar narkoba
menjadi salah satu kejahatan ekstra ordinary crime dengan saksi
hukuman mati (Hawi, 2018; Thamrin & Liao, 2018). Namun,
sanski hukum yang terjadi terhadap bandar, pengedar, dan
pengguna narkoba tidak menimbulkan efek jera. Bahkan kasus
terhadap penyalahgunaan narkoba serta bandar narkoba di Kota
Batam masih terjadi di dalam lapas. Berdasarkan hasil
wawancara yang menyebutkan salah satu pengedar narkoba di
Batam dengan inisial nama Adam, berkali-kali keluar masuk
penjara dengan kasus narkoba bahkan di dalam lapas masih
dapat melaksanakan bisnis narkoba dilaksanakannya. Selain itu,
salah satu redivis narkoba terlepas dari hukuman mati dengan
kasus 52 kg narkoba.

Kelima, aparat penegak hukum dan petugas keamanan
yang tidak ideal dengan objek yang diawasi. Kurangnya petugas
keamanan menyebabkankan minimnya pengawasan terhadap
objek-objek vital serta daerah perbatasan sehingga memudahkan
dalam penyelundupan narkoba(Hutapea, 2020). Seharunya,
pengawasan di berbagai titik vital yang memiliki pontensi
menjadi pintu masuknya narkoba perlu diawasi dengan ketat.
Selain tidak idealnya jumlah aparat penegak hukum, teknologi
pendeteksi serta alat canggih serta fasilitas teknologi
pengawasan lainnya tidak memadai(Hadiyanto, 2018). Oleh
karena itu, pengawasan yang minim terhadap objek vital yang
berpotensi menjadi jalur pengedaran narkoba.

Strategi Penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Kota
Batam

Sebagai upaya untuk melakukan penganggulanan
penyalagunaan narkoba, perlu adanya dukungan dari segala
aspek serta aktor yang terlibat, baik dari kebijakan pemerintah,
serta keterlibatan masyarakat. Adapun untuk mereduksi jumlah
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pengguna narkoba di Indonesia, Kepulauan Riau, dan Kota
Batam membutuhkan strategi penganggulangan melalui upaya
preventif dan kuratif. Adapun strategi penanggulangan
penyalahgunaan narkoba diantaranya;

Pertama, melakukan reduksi jumlah pengguna
narkoba di Indonesia. Apabila jumlah pengguna narkoba di
Indonesia berkurang dan berhasil di tekan maka dapat
mempengaruhi pasar bisnis narkoba yang beredar di Indonesia.
Pengurangan jumlah pengguna narkoba dapat dilakukan dengan
upaya preventif (Lindquist, 2020); 1) Memberikan pendidikan
karakter serta sosialisasi terhadap bahaya narkoba pada anak
usia dini dan remaja. 2) Melakukan pemisahan terhadap
narapidana bandar, dan pengedar di Lapas sehingga dapat
meminimalisir adanya komunikasi dan pengaderan di dalam
Lapas. (4) Pemberlakuan pemeriksan terhadap urin di setiap
sekolah, kantor, dan instansi pemerintah. 5) Bekerjasama
dengan Pegruruan Tinggi untuk melakukan riset serta
perumusan terhadap kebijakan baru. Sedangkan bentuk upaya
kuratif yang dapat dilaksanakan yaitu(PURBA, 2018); (1)
Menyediakan panti rehabilitasi yang memadai (2) memberikan
konseling kepada pelajar, mahasiswa, dan pekerja yang rawan
terhadap pengaruh penggunaan narkoba; (3) melakukan
pengawasan dan Razia terhadap tempat hiburan malam yang
memberikan peluang terhadap pengedaran narkoba.

Selain upaya preventif dan kuratif yang telah penulis
jelaskan sebelumnya, penting bahwasanya sinergitas dan
kolaborasi antar aktor yang terlibat dalam penanggulangan
penyalahgunaan narkoba. Sinergitas dapat terbentuk baik dari
pemerintah, agen pendidikan dan perguruan tinggi, media,
masyarakat, dan swasta untuk berkolaborasi dalam memberikan
upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Di sisi
lain kebijakan serta sanksi hukum terhadap bandar, pengedar,
dan pengguna perlu di pertegas sehingga hukuman dapat
memeberikan efek jera. Penambahan jumlah aparat penegak
hukum dan pengawasan perlu dilakukan untuk mengawasi
tempat-tempat vital yang berpotensi menjadi tempat transaksi
pengedaran narkoba dilakukan.

4. SIMPULAN

Kasus pengguna dan penyalahgunaan narkoba di
Indonesia yang semakin meningkat setiap tahunnya menjadi
salah satu faktor yang mempengaruhi masifnya jalur peredaran
narkoba. Kota Batam, Kepulauan Riau menjadi salah satu jalur
peredaran narkoba di Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang
menjadikan Kota Batam sebagai jalur peredaran narkoba di
Indonesia diantaranya; 1) Letak geografis Kota Batam
Kepulauan Riau yang strategis, berbatasan dengan negara
Singapura dan Malaysia. 2) Pengawasan daerah perbatasan yang
minim. 3) Jumlah aparatur penegak hukum dan pengawas
daerah perbatasan yang tidak ideal dengan jumlah lokasi yang
berpotensi menjadi jalur masuk narkoba. 4) Teknologi
pengawasan yang tidak memadai. 5) Kota Batam sebagai kota
industri sehingga jalur perdagangan dan industri terbuka serta
memudahkan dalam penyelundupan narkoba. Adapun strategi

yang perlu dilakukan sebagai upaya penanggulangan

Andrean Utama Putra

ISSN (Print) 2528-3332 | ISSN (Online) 2621-2218

penyalahgunaan narkoba dapat menggunakan upaya preventif
dan kuratif. Selain itu perlu adanya sinergitas dan kolaborasi
antara pemerintah, masyarakat, agen pendidikan dan perguruan
tinggi, swasta, dan media untuk meminimalisir penyebaran dan

penyalahgunaan narkoba.
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Poverty is a complex issue for the Indonesian people. Both the central and
regional governments are making various efforts to address the issue of
poverty. According to Regional Autonomy Law No. 32 of 2004, the Central
Government delegated authority to regional governments to control affairs in
the regions in accordance with the conditions of their individual areas. This
KATA KuNCI study focused on Kulon Progo Regency, which had the highest poverty rate in
the Special Region of Yogyakarta when compared to other districts. Because
Kulon Progo Regency has favorable geographical circumstances in the
agricultural and plantation sectors, the majority of the population is employed
in these industries. To address the issue of poverty, the Kulon Progo Regency
Government employs an alternative development paradigm. The
implementation of the alternative development paradigm program necessitates
E-mail: lubna.salsa@gmail.com interactive engagement among the parties involved, necessitating the use of a
collaborative governance approach. State actors as well as non-state actors are
involved. The purpose of this research is to identify the concept of
collaborative governance in poverty alleviation in Kulon Progo Regency.
According to the findings of this study, the community as a subject and
object/actor is critical in the concept of collaborative governance in poverty
alleviation. In order to promote social resilience, the community is meant to be
able to produce money on its own through community empowerment.
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KORESPONDENSI

kemiskinan buatan terjadi akibat dari pemerintah dalam
1. PENDAHULUAN membuat kebijakan yang merugikan mayarakat sehingga

. . . masyarakat tidak dapat bekerja dan tidak memperoleh

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi konsep
. o . penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari segala

collaborative governance dalam pengentasan kemiskinan di ) ) ) ) )

o o aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan lain sebagainya

Kabupaten Kulon Progo. Kemiskinan menjadi permasalahan
. o o (Mussadun & Nurpratiwi, 2016).Kemiskinan merupakan suatu

kompleks kehidupan masyarakat. Kemiskinan terjadi
. . keadaan dimana tidak bisa mengakses segala bentuk kebutuhan
disebabkan atas fenomenan alamiah dan fenomena buatan. ) o ) - ) o )
o o . baik dari bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan lain

Kemiskinan alami terjadi akibat dari terbatasnya sumber daya
. . sebagainya. Menurut Chambers, kemiskinan merupakan suatu

alam yang dapat tersedia dan dapat dikelola, terbatasnya
. i . . i integrated concept yang memiliki lima dimensi diantaranya

teknologi canggih yang mumpuni, dan akibat dari bencana

. . . adalah; kemiskinan (proper), ketidakberdayaan (powerless),
alam(Rizal, Sumaryati, & Suprihana, 2016). Sedangkan
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kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency)
ketergantungan (dependence), dan keterasingan (isolation) baik
secara geografis maupun sosiologis (Hudayana & Nurhadi,
2020). Kemiskinan menjadi masalah yang sangat kompleks
terjadi di setiap daerah di Indonesia, sehingga hal ini menjadi
perhatian utama negara dalam mengatasi permasalahan ini.
Salah satu daerah dengan tingkat ketimpangan dan
kemiskinan paling tinggi di Indonesia yaitu Daerah Istimewa
Yogyakarta tepatnya Kabupaten Kulon Progo dengan tingkat
ketimpangan dan angka kemiskinan sebesar 18.01% pada tahun
2020, di mana angka kemiskinan ini telah mengalami
peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 17.39%
(satudata.kulonprogokab.go.id).  Kabupaten Kulon Progo
sebagai penyandang gelar kabupaten termiskin di Daerah
Istimewa Yogyakarta dengan rasio gini sebesar 0,340 persen
(sumber). Hal ini dapat dilihat besar garis kemiskinan di
Kabupaten Kulon Progro pada tahun 2015-2020 sebagai berikut

Tahun 2015 @ Tahun 2016
® Tahun 2019 @ Tahun 2020

Tahun 2017 Tahun 2018

Sumber: satudata.kulonprogokab.go.id
Gambar 1 Angka Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo pada
Tahun 2017-2019

Dilihat pada gambar (1) menunjukkan garis
kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2015-2020
meningkat. Pada tahun 2015 garis kemiskinan berada pada
jumlah 273436 menjadi 353807 pada tahun 2020, artinya dari
tahun 2015 ke 2020 megalami peningkatan sebesar 80371.
Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah dengan tingkat
kemiskinan tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo
menjadi urgensi dalam penelitian ini, terlebih sebelumnya telah
dilaksanakan program pengentasan kemiskinan melalui program
one village one sister company. Sehingga penelitian ini akan
mengevaluasi program one village one sister company dalam
pengentasan kemiskinan berdasarkan pada konsep collaborative
governance.

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana tidak

bisa mengakses segala bentuk kebutuhan baik dari bidang sosial,
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politik, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemiskinan
dalam kehidupan ini dibagi menjadi dalam empat bentuk
diantaranya adalah sebagai berikut; a) Kemiskinan absolut;
kemiskinan ini terjadi apabila pendapatannya di bawah garis
kemiskinan atau tidak dapat mencukupi kebutuhan pangan,
sandang, kesehatan, pendidikan, perumahan dan yang lainnya,
b) Kemiskinan relatif; kemiskinan ini terjadi karena pengaruh
dari kebijakan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah
sehingga merugikan masyarakat tertentu dan menyebabkan
terjadinya ketimpangan di masyarakat, ¢) Kemiskinan kultural;
kemiskinan kultural terjadi karena mengacu pada sikap individu
dari masyarakat itu sendiri yang disebabkan oleh faktor budaya,
seperi misalnya dengan malas bekerja, pemboros, tidak mau
memperbaiki tingkat kehidupan dan lain sebagainya, d)
Kemiskinan struktural; kemiskinan yang disebabkan oleh
rendahnya akses dalam memanfaatkan sumber daya yang terjadi
pada suatu sistem sosial budaya dan politik yang tidak
mendukung adanya kebebasan kemiskinan.

Indonesia  dalam

Pemerintah menyelesaikan

permasalahan kemiskinan dengan memberikan amanatnya
kepada pemerintah daerah melalui kebijakan otonomi daerah
yang dimiliki oleh setiap daerah otonom yang ada di
Indonesia(Razali & Putri, 2018). Menurut Undang-Undang
No.32 tahun 2004, Otonomi daerah merupakan kewenangan
yang dimiliki oleh setiap daerah otonom untuk mengurusi dan
menjalankan pemerintahannya sesuai dengan kondisi pada
masing-masing daerahnya sendiri. Pengentasan kemiskinan
dapat diatasi oleh pemerintah dengan mengintegrasikannya
melalui setiap daerah otonom (Husain, 2019). Melalui kebijakan
otonomi daerah, daerah memiliki kewenangannya dalam
penanganan kemiskinan dengan melibatkan lembaga-lembaga
pemerintahan, masyarakat, maupun swasta yang terlibat dalam

konsep collaborative governance.

2. LITERATUR REVIEW

Collaborative Governance merupakan proses dan
struktur publik dalam pengambilan keputusan dan manajemen
kebijakan yang melibatkan orang secara konstruktif di seluruh
Indonesia, meliputi badan publik, pemerintahan, swasta, dan
sipil untuk melaksanakan tujuan publik yang tidak dapat dicapai
(Purnomo, 2020). Konsep collaborative governance menurut
Emerson, Nbatchi, & Balogh, 2012 yang menggambarkan
kerangka integrative menjadi tiga dimensi yaitu ; (1) general
system context,(2) collaborative governance regime(CGR); dan

(3) collaborative dynamics dan actions (Kurniasih, 2017).
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System Context

Sumber : (Emerson et al., 2012)
Gambar 2. The Integrative Framework for

Collaborative Governance

Berdasarkan gambaran kerangka integrative menurut
Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) Collaborative System
Context meliputi lingkungan yang mempengaruhi dan
dipengaruhi oleh tata kelola kolaborasi dengan menghasilkan
kesempatan dan keterbatasan (Kurniasih, 2017). Berbagai
lingkungan politik, sosial-ekonomi, lingkungan hidup dan
lainnya saling mempengaruhi dinamika kerja sama, sehingga
muncul  penggerak  (drivers) termasuk  kepemimpinan
(leadership), insentif penyebab (consequential insentives), saling
ketergantungan  (interdependence), dan  ketidakpastian
(uncertainty) yang akan menjalankan dan mengarahkan
collaborative governance regime (CGR) (Putra, 2019).
Sedangkan dalam collaborative dynamics memiliki tiga
komponen yang menjadi alat penggerak (drivers) yang meliputi,
pelibatan prinsip (principled engagement); motivasi bersama
(shared motivation); dan kemampuan untuk melakukan tindakan
(capacity for joint action) (Sururi, 2018). Ke-tiga komponen ini
saling bekerja sama memperkuat dan menggerakkan untuk
menghasilkan tindakan Kkolaboratif (collaborative action)
sehingga terjadi stimultan sebuah aksi atau langkah untuk
mengimplementasikan tujuan bersama. Setelah terjadinya
tindakan kolaboratif bersama CGR (collaborative governance
regime) akan membentuk outcome dengan menghasilkan
implikasi. Adapun implikasi yang akan ditimbulkan dalam
penelitian ini adalah pengentasan kemiskinan melalui konsep
collaborative governance dalam pengentasan kemiskinan.

Penelitian serupa terkait dengan collaborative
governance dalam pengentasan kemiskinan di antaranya
penelitian dengan judul,”Collaborative Governance dalam
Pengelolaan Wilayah Pesisir Untuk Pengentasan Kemiskinan di
Desa Kohod” yang di tulis oleh Siti Yulyanah dan Riska Sarofah
dalam penelitiannya memiliki hasil penelitian bahwa
collaborative governance efektif diterapkan dalam upaya

pengentasan kemiskinan. Dalam penelitian ini stakeholder yang
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terlibat adalah OASE ( Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet
Kerja), Pemerintah Pusat dan Daerah, hingga Pemerintah Desa
bersama dengan pihak swasta melaui CSR saling berkolaborasi
bersama untuk memberdayakan masyarakat meskipun belum
menghasilkan penurunan angka kemiskinan yang signifikan
namun menunjukkan proses kolaborasi membuat masyarakat
menjadi mandiri dan memiliki infrastruktur yang cukup
memadai (Yulyanah & Sarofah, 2019). Dalam penelitian,
“Strategi Tata Kelola Kolaboratif antara Aktor Pemerintah dan
Non Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan,” menjelaskan
bahwasanya tata kelola kolaboratif yang dilakukan oleh
Grameen Bank di Bangladesh bahwa konsep mendasar dalam
pengentasan  kemiskinan dapat di dorong memlalui
pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme social collateral,
sistem ini membentuk sistem ketahanan sosial masyarakat
(Putra, 2019). Peneliti juga menganalisa terkait dengan
keterhubungan collaborative governance dengan kemiskinan

dari 50 jurnal scopus yang dapat dilihat pada gambar berikut ini;

g 0

collaboratfigovihance
v
ool e

afbrigyjournal
a

»
e

Sumber : VOSviewer Analisis

Gambar 3 Keywords Co-occurance of Collaborative

Gambar 3 merupakan hasil analisa Jurnal Scopus sebanyak 50
jurnal dengan rentang waktu tahun 2018-2020 yang dianalisa
melalui aplikasi vosviewer. Berdasarkan pada analisa tersebut
penulis menemukan hasil bahwa terdapat keterkaitan antara
collaborative governance dengan kemiskinan atau poverty. Hal
ini dilihat dari gambar (2) hasil analisa tersebut bahwa poverty
memiliki kedekatan dengan collaborative governance sehingga
dapat disimpulkan bahwa collaborative governance menjadi
salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan
hasil keterkaitan antara collaborative governance dan

kemiskinan, maka penulis ingin mengevaluasi konsep
collaborative governance yang dilakukan oleh pemerintah
Kabupaten Kulon Progo dalam pengentasan kemiskinan melalui

program one village one sister company.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi konsep
collaborative governance dalam pengentasan kemiskinan di
Kabupaten Kulon Progo. Metode Penelitian ini menggunakan
metode penelitian kualitatif deskriptif dengan model time series
dari tahun 2012-2021. Adapun sumber data dalam penelitian ini
menggunakan data sekunder yang diolah menggunakan aplikasi
Nvivo 12 Plus yang kemudian di analisis untuk dapat melihat

hasil evaluasi berdasarkan indikator penelitian.

3. METODOLOGI

Penelitian ini akan mengevaluasi konsep collaborative
governance dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kulon
Progo melalui program One Village One Sister Company. Jenis
penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif
kualitatif yakni penelitian yang berusaha menerangkan atau
manggambarkan peristiwa yang terjadi pada objek penelitian
pada masa sekarang kemudian dijelaskan, dianalisis, dan
disajikan sedemikian rupa, sehingga menjadi gambaran yang
sistematis dan menghasilkan sebuah solusi yang inovatif untuk
mengentaskan sebuah permasalahan(Anisa, 2016). Jenis data
yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Data
sekunder adalah data-data yang sudah tersedia dan dikumpulkan
oleh pihak-pihak lain(Sutiono & Musyafig, 2020).

Data yang penulis kumpulkan ini bersumber dari jurnal-
jurnal tentang collaborative governance dan pengentasan
kemiskinan. Sumber lain yang mendukung yaitu website resmi
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulonprogo, media onlinedan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo, jurnal dan
artikelyang telah diidentifikasi, dianalisi, diklarifikasi, dan
diinterpretasi, sehingga menjadi karya vyang dapat
dipertanggungjawabkan. Selain itu penulis mengambil data dari
berita-berita dari tahun 2012-2020 yang berkaitan dengan
program yang akan dievaluasi yaitu program one village one
sister company di Kabupaten Kulon Progo sebagai bentuk upaya
pengentasan kemiskinan. Data yang diperoleh akan dianalisa
menggunakan aplikasi Nvivo 12 plus sehingga menghasilkan
data yang kemudian dianalisa secara deskriptif. Adapun alur
metode penelitian dalam penelitian ini dapat di lihat sebagai
berikut:
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Kesimpulan
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Sumber: diolah oleh penulis, 2022
Gambar 4 alur metode penelitian

Berdasarkan pada gambar (3) dapat dilihat alur metode
penelitian pada penelitian ini. pertama yang dilakukan oleh
penulis dengan mengkaji literatur review terkait dengan
collaborative governance dan poverty yang kemudian di analisa
melalui aplikasi vosviewer untuk mengetahui keterkaitan dari
collaborative governance dalam pengentasan kemiskinan.
Selanjutnya diidentifikasi terkait dengan permasalahan yang
ada, penulis mengambil Kabupaten Kulon Progo sebagai objek
penelitian. Setelah mengidentifikasi masalah, selanjutnya
dilakukan penyajian data melalui media online yaitu berita-
berita yang terkait dengan collaborative governance dalam
pengentasan kemiskinan melalui program one village one sister
company. Setelah data terkumpulkan selanjutnya dilakukan
reduksi data yang dianalisa menggunakan aplikasi Nvivo 12
Plus sehingga memperoleh hasil untuk di diskusikan sehingga
dapat ditarik kesimpulan terkait dengan evaluasi konsep
collaborative governace dalam pengentasan kemiskinan melalui

program one village one sister company.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Collaborative Governance Dalam Pengentasan
Kemiskinan ( Analisa Berdasarkan Pada Indikator

Collaborative Governance)

Collaborative Governance merupakan proses dan
struktur publik dalam pengambilan keputusan dan manajemen
kebijakan yang melibatkan orang secara konstruktif di seluruh
Indonesia, meliputi badan publik, pemerintahan, swasta, dan
sipil untuk melaksanakan tujuan publik yang tidak dapat dicapai
(Purnomo, 2020). Konsep collaborative governance menurut
Emerson, Nbatchi, & Balogh, 2012 yang menggambarkan
kerangka integrative menjadi tiga dimensi yaitu ; (1) general
system context,(2) collaborative governance regime(CGR); dan
(3) collaborative dynamics dan actions. (Kurniasih, 2017)
Collaborative System Context : Kemiskinan di Kabupaten

Kulon Progo
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Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana tidak
bisa mengakses segala bentuk kebutuhan baik adari bidang
sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya.
Menurut Chambers, kemiskinan merupakan suatu integrated
concept yang memiliki lima dimensi diantaranya adalah ;
kemiskinan ( proper), ketidakberdayaan (powerless), kerentanan
menghadapi situasi darurat ( state of emergency) ketergantungan
(dependence), dan keterasingan ( isolation ) baik secara
geografis maupun sosiologis (Hudayana & Nurhadi, 2020).

Konteks kemiskinan yang terjadi menjadi system
context yang memberikan pengaruh dalam dinamika kerja sama
tata kelola kolaboratif. Sebagian besar penduduk bekerja dalam
sektor pertanian dan perkebuban dengan presentase 51,89%
pada tahun 2014 (Sinangkis-Bappeda Kulon Progo, 2014).
Dalam hal ini system context kemiskinan dengan presentase
pekerjaan penduduk dalam sektor pertanian dan perkebunan
menghasilkan kesempatan dan keterbatasan. Artinya pemerintah
dalam  mengentaskan  kemiskinan  melalui  paradigma
pembangunan alternatif yang sesuai dengan kondisi masyarakat.
Dalam hal ini pemerintah sebagai penggerak (drivers) dalam
konsep collaborative governance regime (CGR).

Collaborative Dynamics: Pemerintah Kabupaten Kulon

Progo dalam Pengentasan Kemiskinan

Menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) dalam
(Alamsyah,Mustari, Nuryanti, Rudi Mone, dan Ansyari., 2019)
collaborative dynamics memiliki tiga komponen yaitu, pelibatan
prinsip (principled engagement); motivasi bersama (shared
motivation); dan kemampuan untuk melakukan tindakan
(capacity for joint action). Kemampuan untuk melakukan
tindakan dalam upaya memaksimalkan konsep collaborative
governance melalui paradigma pembangunan alternative,
pemerintah kabupaten Kulon Progo menginisiasikan beberapa
program sebagai sarana pengentasan kemiskinan. Program serta
inovasi kebijakan yang dibuat pemerintah Kulon Progo untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo sebagai
upaya pengentasan kemiskinan di daerah tersebut ialah sebagai

berikut;

1. Program Bela Beli Kulon Progo
Bela Beli Kulon Progo ini merupakan kebijakan yang
dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat Kulon Progo untuk
meningkatkan perekonomian daerah dengan meningkatkan
produk lokal masyarakat,
a. Air Kulon Progo (Air Ku) : merupakan produk air mineral
yang di produksi melalui PDAM.
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b. GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) : pemerintah
memfasilitasi petani untuk memproduksi beras yang

banyak. Hal ini dibuat untuk melindungi dan
mensejahterakan para petani di Kulon Progo, sehingga
dengan itu penghasilannya menjadi meningkat.

c. Batik Geblek Renteng masyarakat pengrajin batik
memproduksi batik dengan motif geblek renteng yang
kemudian pemerintah mewajibkan PNS maupun siswa
untuk menggunakan seragam dengan motif geblek renteng.
Dengan hal ini permintaan pasar yang besar kemudian
berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan perajin batik
di Kulon Progo.

d. Bela Beli Proyek Infrastruktur: dalam membangun proyek
infrastruktur harus menggunakan bahan baku yang didapat

dari produksi masyarakat Kulon Progo itu sendiri.

2.TOMIRA ( Toko Milik Rakyat )

Kebijakan ini dibuat untuk melindungi usaha rakyat dari
toko modern yang kian lama menjamur di Indonesia yang
berdampak pada matinya usaha-usaha kecil masyarakat.
Sehingga dengan hal itu pemerintah membuat kebijakan untuk
melindungi usaha kecil

masyarakat dari toko modern,

melindungi  produk lokal,dan untuk  memberdayakan

perekonomian masyarakat.

3. CSR Kulon Progo

Pemerintah membuat kebijakan yang mewajibkan
perusahaan untuk menyisihkan lima persen keuntungan untuk
perkembangan desa di Kulon Progo. Selain itu juga menerapkan
one village one sister company, dimana dalam hal ini setiap
perusahaan memegang satu desa untuk dikembangkan. Dalam
menjalankan program yang di buat maka pemerintah
menerapkan program tersebut dengan konsep collaborative
governance dengan melibatkan aktor dalam kolaborasi atau
disebut dengan drivers (penggerak) dalam teori Emerson,
Nabatchi, dan Balog (2012). Adapun aktor yang terlibat
diantaranya adalah pemerintah baik dari pemerintah pusat dan
daerah, Non Governmental Organization (NGO), pihak swasta
dan masyarakat (Sururi, 2018)

Masyarakat merupakan obyek sekaligus subyek yang
sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui
paradigma pembangunan alternatif (Purwowibowo., 2018)
Program dan kebijakan dalam paradigma pembangunan
alternatif kabupaten Kulon Progo tersebut aktif melibatkan
partisipasi masyarakat. Masyarakat

sebagai  participatory

governance dalam mendorong adanya keterlibatan masyarakat
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(civic engagement) mulai dari mengidentifikasi masalah yang
ada di daerah mereka sekaligus juga memformulasikan solusi
yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut (Totok &
Poerwoko Soebiato, 2019). Program pemerintah kabupaten
Kulon Progo yang meliputi Bela Beli Kulon Progo, Batik
Geblek Renteng, GAPOKTAN, One Village One Sister
Company mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam
pengentasan kemiskinan. Hal ini merupakan usaha bersama dari
masayarakat, oleh masyarakat, dan kembali untuk masyarakat.

Penelitian dengan judul,”Collaborative Governance
dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Untuk Pengentasan
Kemiskinan di Desa Kohod” yang di tulis oleh Siti Yulyanah
dan Riska Sarofah dalam penelitiannya memiliki hasil penelitian
bahwa collaborative governance efektif diterapkan dalam upaya
pengentasan kemiskinan. Dalam penelitian ini stakeholder yang
terlibat adalah OASE ( Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet
Kerja), Pemerintah Pusat dan Daerah, hingga Pemerintah Desa
bersama dengan pihak swasta melaui CSR saling berkolaborasi
bersama untuk memberdayakan masyarakat meskipun belum
menghasilkan penurunan angka kemiskinan yang signifikan
namun menunjukkan proses kolaborasi membuat masyarakat
menjadi mandiri dan memiliki infrastruktur yang cukup
memadai (Yulyanah & Sarofah, 2019). Dalam penelitian,
“Strategi Tata Kelola Kolaboratif antara Aktor Pemerintah dan
Non Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan,” menjelaskan
bahwasanya tata kelola kolaboratif yang dilakukan oleh
Grameen Bank di Bangladesh bahwa konsep mendasar dalam
pengentasan  kemiskinan dapat di dorong memlalui
pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme social collateral,
sistem ini membentuk sistem ketahanan sosial masyarakat
(Putra, 2019).

Berdasarkan penjabaran tersebut, masyarakat sebagai
aktor penting dalam mengimplementasikan Collaborative
Governance Regime (CGR). Dalam menjalankan CGR
memiliki beberapa aktor yang terlibat dalam tata kelola
kolaborasi sehingga dalam mengimplementasikannya dapat
menghasilkan Collaborative Actions(Yulyanah & Sarofah,
2019) Aktor yang terlibat dalam tata kelola kolaboratif terdiri
dari State Actors dan Non-state Actors yang saling berkaitan
satu dengan lainnya (Sururi, 2018)

Non-
State
Actors

Gambar 5. Hubungan State Actors dan Non-State Actors
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State Actors :

a. Pemerintah Pusat : Sebagai aktor yang membuat regulasi
atau kebijakan dan sarana strategis dalam upaya
pengentasan kemiskinan secara Nasional. Selain itu juga
mengelola penggerak (drivers) untuk mengelola CGR
(collaborative governance regime), sera memberikan
modal kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan
program dalam bentuk Collaborative Actions,misalnya
dengan pemberian dana desa.

b. Pemerintah Daerah : sebagai perpanjangan tangan dari
Pemerintah Pusat, selain itu juga membuat program yang
sesuai dengan kondisi geografis, sosiologis dan aspek
lainnya untuk mengentaskan  kemiskinan.  Sebagai
penggerak (drivers) yang mengkoordinasikan dengan
lembaga lain yang terlibat.

Non-State Actors :

a. Pihak Swasta : terdiri dari perusahaan-perusahaan yang
menjalin kerjasama atau berinvestasi melalui Corporate
Social Responsibility (CSR) yang diatur dan dibatasi
dengan regulasi. Kabupaten Kulon Progo memiliki
program yang secara langsung melibatkan CSR dalam
program One Village One Sister Company.

b. NGO (Non Governmental Organization) : terdiri dari LSM
yang bergerak dalam berbagai bidang serta lembaga
filantropi yang memberikan  pemberdayaan pada
masyarakat.

c. Masyarakat : sebagai subyek dan obyek dari program
pengentasan kemiskinan, masyarakat diharapkan dapat
membentuk Kketahanan sosial dengan mandiri secara
ekonomi.

Aktor yang terlibat dalam tata kelola kolaboratif akan
menjalankan sistem collaborative dynamics dengan tiga
komponen menurut Emerson, dkk vyaitu pelibatan prinsip
(principled engagement); motivasi bersama (shared motivation);
dan kemampuan untuk melakukan tindakan (capacity for joint
action) sehingga menghasilakan collaborative actions yang
memberikan implikasi pada pengentasan kemiskinan (Alamsyah
et al., 2019).

5. SIMPULAN

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks bagi
bangsa Indonesia. Kemiskinan yang terjadi disebabkan oleh
kemiskinan alami maupun kemiskinan buatan. Konsep
collaborative governance dengan menerapkan program
pembangunan paradigm alternatif dapat diterapkan sebagai

upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Menurut Undang-
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Undang No.32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Pemerintah
Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah
untuk mengatur urusan daerah sesuai dengan kondisi masing-
masing daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah memiliki
wewenang untuk membuat program dalam upaya pengentasan
kemiskinan.

Konsep tata kelola kolaboratif dilaksanakan dalam
menjalankan  program-program  pengentasan  kemiskinan.
Kabupaten Kulon Progo menerapkan konsep tata kelola
kolaboratif atau Collaborative Governance Regime (CGR)
dalam menjalankan paradigma pembangunan alternatif. Aktor
yang terlibat dalam menjalankan CGR terdiri dari State Actors
dan Non- state Actors. State actors terdiri dari lembaga
pemerintah baik dari pusat maupun daerah, sedangkan non-state
actors terdiri dari pihak swasta, LSM, dan masyarakat. Aktor-
aktor yang terlibat saling bekerjasama secara aktif dan interaktif
dalam menjalankan CGR dalam mengimplementasikan program
sehingga menghasilkan collaborative actions. Hasil dari
collaborative actions memberikan outcome dalam membentuk
ketahanan sosial masyarakat melalui pemberdayaan sehingga

mandiri secara ekonomi.
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